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Rahmatulloh (D03216030). Manajemen Pembiayaan Pendidikan  melalui 
program bantuan operasional sekolah (BOS) Di Madrasah Aliyah 
Darussalam Bojonegoro. Dosen Pembimbing I : Dr. Hanun Asrohah, 
M.Ag dan Dosen pembimbing II Ali Musthofa M.Pd 
pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara 
langsung menunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. 
Setiap madrasah dituntut untuk mampu merencanakan, melaksanakan dan 
mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana  secara 
transparan kepada masyarakat dan pemerintah.Berdasarkan hasil 
pengamatan dan wawancara sekilas yang peneliti lakukan, peneliti tertarik 
untuk melakukan penelitian di Madrasah aliyah darussalam bojonegoro 
karena ada keunikan yang menarik bahwa meskipun sekolah tersebut 
berada di pinggiran desa yang belum mempunyai lahan yang cukup luas, 
tetapi memiliki program sekolah khususnya di bidang ekstrakurikuler 
lumayan banyak dengan menggunakan dana dari pemerintah yakni BOS. 
Akan tetapi berdasarkan hasil pengamatan selanjutnya terlihat manajemen 
keuangan di madrasah ini  masih perlu dikembangkan dana bantuan dari 
pemerintah yang diberikan pada madrasah agar bisa memaksimalakan 
program program madrasah .Untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan 
penelitian secara mendalam terkait dengan manajemen pembiayaan 
pendidikan yang dilakukan oleh Madrasah tersebut dengan melihat 
bgaimana perencanaan, pembukuan, auditing . Berdasarkan latar belakang 
penelitian di atas, dapat dirumuskan tujuan penelitian ini sebagai 
berikut:1) Bagaimana perencanaannya,2) Bagaimana pelkasanaan 
pembukuan yang digunakan), 3) Bagaimana auditing yang dijalankan. 
Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan yang berbentuk 
kualitatif  dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara 
dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan tahapan reduksi, 
display dan verifikasi. Kemudian Uji keabsahan data menggunakan uji 
trianggulasi.Hasil penelitian menunjukkan: 1) Perencanaan di madrasah 
tersebut yaitu menentukan rencana anggaran, menentukan sumber dana, 
menyusun rencana kegiatan dan anggaran madrasah (RKAM). 2) 
Pembukuan menggunakan dua jenis kegiatan yaitu penerimaan dana dan 
pengeluaran dana. Model pembukuan yaitu model fishbone. Sedangkan 
jenis buku yang digunakan yaitu buku kas umum, buku pembantu pajak, 
buku pembantu bank, buku pembantu kas, buku pemasukan internal dan 
buku pengeluaran internal. 3) Auditing/ Pengawasan dilakukan dua arah 
yaitu pengawasan internal dan eksternal.  
 
  Kata Kunci : manajemen, pembiayaan, BOS 


































Rahmatulloh (D03216030). Management of Education Financing through 
the scholl’s operational assistance program in Madrasa Aliyah 
Darussalam Deru Bojonegoro. Dosen pembimbing Dr. Hanun Asrohah, 
M.Ag dan Ali Musthofa M. Pd 
financing are one of the resources that directly support the 
effectiveness and efficiency of education management. Every school is 
required to be able to plan, implement and evaluate and account for the 
management of funds transparently to the public and the government. 
Based on the results of observations and brief interviews conducted by 
researchers, researchers are interested in conducting research at MA 
Darussalam Bojonegoro Islam because there is an interesting uniqueness 
that even though the school is on the outskirts of the village that does not 
yet have sufficient land, but having a school program especially in the 
field of extracurricular . However, based on the results of subsequent 
observations, it appears that financial management in schools is still not 
transparent. This is known because there is no information board that 
can be accessed or read by the public. So that the community or parents 
of students do not know how much funding from the government given to 
the madrasa. For this reason, researchers are interested in conducting 
in-depth research related to the management of education funding 
carried out by the school by looking at the budgeting, accounting, 
supervision and effectiveness systems.Based on the background of the 
research above, the research objectives can be formulated as follows: 1) 
How is the budgeting , 2) What forms of accounting are used), 3) How 
the auditing/ supervision  is implemented. 
This research is a type of field research in the form of qualitative 
(natural setting) with data collection techniques in the form of 
observation, interviews and documentation. Data analysis techniques use 
stages of reduction, display and verification. Then test the validity of the 
data using the triangulation test.The results of the study show: 1) 
Budgeting in the school is to determine the budget plan, determine the 
source of funds, madrasa plan and activity budget (RKAM), as well as 
budget approval. 2) Bookkeeping uses two types of activities, namely 
receipt of funds and expenditure of funds. Bookkeeping model is a 
fishbone model. While the types of books used are general cash books, 
tax ledgers, bank ledgers, cash ledgers, internal income books and 
internal expenditure books. 3) Supervision is carried out in two 
directions, namely internal and external supervision.  
  Keywords: management, financing, BOS 
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A. Latar Belakang 
Pendidikan adalah faktor dalam pencapaian tujuan nasional negara 
indonesia yang sudah tercantumkan dalam Undang-undang dasar republik 
indonesia tahun 1945 pada pasal 31 ayat 1s/d 3 dinyatakan bahwa : (1)setiap 
warga negara berhak mendapatkan pendidikan (2) setiap warga negara wajib 
mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; serta (3) 
pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan 
nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dala 
rangka menerdaskan kehidupan bangsa. Sesuai dengan hal tersebut 
bahwasanya begitu penting pendidikan sebagai upaya mewujudkan tujuan 
nasional. Maka wajib bagi pemerintah untuk terus berupaya meningkatkan 
mutu pendidikan bangsa.1 
Akan tetapi dalam kenyataannya, dunia pendidikan di indonesia masih 
memiliki beberapa persoalan yang sangat krusial yang harus segera dibenahi 
baik oleh pemerintah, madrasah dan masyrakat agar mutu dalam pendidikan di 
indonesia mampu menjawab amanah yang terdapat dalam undang-undang.  
Menurut Handayani bahwa persoalan pendidikan antara lain adalah 
kurangnya tenaga guru yang profesional, kinerja dan kesejahteraan guru yang 
 
1 UUD Republik Indonesia pasal 31 ayat 1-3 


































belum optimal, proses pembelajaran yang konvensional, keterbatasan 
anggaran pemdidikan, rendahnya mutu SDM pengelola pendidikan, mutu 
lulusan dan lifeskill yang dihasilkan tidak sesuai kebutuhan dan pendidikan 
yang berbasis masyarakat maupun lingkungan.2 
Dalam pencapaian pendidikan yang berkualitas, pendidikan memiliki 
standart acuan tersendiri agar tercapainya pendidikan yang di inginkan. Acuan 
ini dijadikan standart pada sebuah lembaga pendidikan pendidikan agar tujuan 
pendidikan yang berkualitas dapat tercapai. Standart yang menjadi acuan 
tersebut adalah :  
Standar isi merupakan cakupan sekumpulan pencapaian tujuan yang 
telah ditentukan. Hal tersebut meliputi, kerangka dasar, struktur kurikulum, 
beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kelender pendidikan. 
Standar proses merupakan proses pembelajaran yang dilakukan pada 
satuan pendidikan. Hal tersebut diartikan bahwa segala pembelajaran 
dilakukan di dalam kelas atau biasa disebut Kegiatan belajar mengajar (KMB). 
Baik dalam perencanaan proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, 
pelaksanaan pembelajaran serta pengawasan pembelajaran. Hal seperti itu 
harus di tata serapi mungkin, agar proses kegiatan belajar mengajar yang 
berlangsung dalam kelas dapat dilakukan dengan sebaik mungkin.  
Standar pendidik dan tenaga kependidikan, seorang pendidik yang ada 
dalam intansi pendidikan harus mempunyai kompetensi yang baik. 
 
2 Handayani, Http://ayok, Wordpress, com/2007/06/18/problematika-sistem-pendidikan-indonesia-
gagasan-based-syariaeducation/ ahad, 12 April 2020. 


































Kompetensi bisa berupa pelatihan yang telah diselenggarakan pihak sekolah 
atau dari pemerintah dengan tujuan pendidik dan tenaga pendidikan 
berkompetisi dalam bidangnya, mudah dalam pengatasi segala problematika 
yang dihadapi dalam pekerjaan diruang lingkup lembaga pendidikan.  
Standar sarana prasarana, karakter dari sebuah institusi pendidikan 
yang mempunyai kualtitas tinggi ialah memiliki sarana prasarana yang 
memadai, dari segi ruang belajar, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, dan 
semuanya dalam keadaan baik, artinya semua masih bisa digunakan dengan 
layak.  
Standar pembiayaan pendidikan, pembiayaan meliputi 3 hal yaitu 
biaya satuan pendidikan, biaya penyelengaraa dan pengelolaan pendidikan, 
serta biaya probadi peserta didik. Standar penilaian pendidikan, penilaian hasil 
belajar oleh pemerintah. Pemerintah memiliki delapan standar untuk 
menciptakan pendidikan yang berkualitas, salah satunya dengan melalui 
standar pembiayaan pendidikan. Pencapaian tujuan pendidikan standar 
pembiayaan memiliki peran yang sangat penting yang masuk dalam kategori 
pendidikan pemerintah.  
Dapat dikatakan bahwasanya tanpa adanya biaya kegiatan apa saja 
tidak dapat dilakukan dengan maksimal. Terlebih dalam proses pendidikan 
dalam sekolah biaya yang diberikan oleh pemerintah pusat, daerah maupun 
orang tua harus di gunakan sebaik mungkin dan dimanfaatkan dengan sebaik 
baiknya. Dapat diartikan bahwa setiap biaya harus digunakan secara tepat 


































sesuai dengan kebutuhan dalam pencapain dan tujuan yang diiginkan untuk 
mendapatkan pendidikan yang bermutu sehingga akan menghasilkan output 
yang berkualitas sesuai dengan kompetensi yang telah diharapkan pada semua 
jenjang pendidikan. Pendidikan yang tidak mendapatkan dukungan biaya, 
maka proses pendidikanpun akan tergannggu dan tidak akan mencapai target 
yang diinginkan hanya akan ada sebuah impian jika tidak didukung dengan 
biaya yang memadai.  
Anggaran untuk menunjang pendidikan bukan hanya berupa anggaran 
pendapatan dan belanja negara (APBN) ataupun biaya anggaran yng berupa 
anggaran biaya pendapatan daerah (APBD), tetapi biaya dapat bersumber dari 
masyarakat umum. Dalam hal biaya yang didapatkan sekolah melalui peserta 
didik (Orang tua). Biaya ynag diterima oleh pihak sekolah tidak hanya dari 
pemerintah saja melainkan ada campur tangan masyarakat dalam donatur 
anggaran pendidikan. Kerjasama yang dilakukan antara pemerintah dan 
masyarakat dalam hal pembiayaan pendidikan merupakan keseriusan untuk 
meningkatkan kualitas pendidikan yang bermutu. Untuk mencapai tujuan dan 
kemajuan yang akan mengantarkan pada pendidikan yang lebih baik dari 
sebelumnya.  
PP no 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan pada pasal 2 
bahwasanya (1) pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama 
antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat (2) masyarakat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi (a) penyelenggaraan (b) peserta 


































didik, orang tua atau wali (c) pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a 
dan b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.3 
Pandangan diatas dapat menjelaskan bahwa setiap warga negara 
indonesia membutuhkan pendidikan, terkhusus dalam sektor pembiayaan 
pendidikan. Tetapi pada kenyataannya baru sebagian saja lembaga pendidikan 
yang dalam akan hal ini yaitu sekolah masih belum mendapatkan pemerataan 
pendidikan dari pemerintah, khususnya dalam pembiayaan pendidikan. 
Pada undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan 
nasional bahwa sistem pendidikan nasional harus bisa menjamin 
meningkatkan mutu serta relevansi pendidikan guna menghadapi perubahan 
kehidupan lokal, nasional dan global. Pandangan tersebut menjelaskan bahwa 
setiap warga negara indonesia harus mendapakan pendidikan yang baik 
terkhusus dalam sektor pembiayaan pendidikan. Tetapi pada kenyataannya 
baru sebagian yang mendapatkan biaya pendidikan layak. Sampai saat ini 
masih banyak sekolah yang masih belum mendapatkan pemerataan pendidikan 
oleh pemerintah, terkhusus dalam pembiayaan pendidikan. 
Pemerintah memberikan bantuan biaya pendidikan dengan nama 
Bantuan Operasional Sekolah (BOS). dalam rangka penuntasan wajib belajar 
9 tahun dan berkualitas tinggi. BOS adalah sebuah program pemerintah untuk 
meringankan biaya operasional sekolah yang berasal dari PKPS-BBM. Yang 
dimaksud dalam PKPS- BBM bidang pendidikan ialah program bantuan biaya 
 
3 PP no 48 tahun 2008 tentang  pendanaan  pendidikan pada pasal 2 


































pendidikan mencakup komponen biaya operasional non personil dan tidak 
mencakup biaya personil dan biaya investasi bagi SD/SDLB/MI/salafiyah dan 
sekolah agama non Islam setara SD serta SMP/SMPLB/MTs/salafiyah.4  
Dalam konteks ini, pembiayaan/keuangan merupakan sumber dana 
yang sangat diperlukan sekolah sebagai alat untuk melengkapi berbagai sarana 
dan prasarana pembelajaran dilembaga pendidikan, meningkatkan 
kesejahteraan guru, layanan dan pelaksanaan program supervisi. Oleh karena 
itu, kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan di sekolah harus mengetahui 
dan mampu mengelola keuangan madrasah dengan baik, bertanggungjawab 
dan transparan kepada masyarakat dan pemerintah.5 
Untuk mencapai tujuan dan harapan dari sebuah pendidikan agar 
mendapatkan output yang berkualitas juga maka harus ada keseimbangan 
dengan biaya pendidikan yang memadai. Dalam meningkatkan kualitas 
sumber daya ataupun sarana prasaranya harus dengan biaya yang cukup besar. 
Dapat diartikan bahwa kompetensi sumber daya manusia dengan biaya 
mempunyai kaitan yang sangat erat dalam menunjang proses pendidikan 
dalam ketercapainya suatu tujuan pendidikan.  
 
4 Depdiknas dan Depag, Petunjuk Teknis Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Program 
Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) Bidang Pendidikan, 
(Jakarta, 2005), hlm. 1. 
5 Sukistrtyiorini, Manajemen Pendidikan Islam Konsep,Strategi dan Aplikasi (Yogyakarta: 
Teras, 2009) hlm. 129-130 
 


































Selain hal tersebut sumber daya manusia yang berkompeten dalam 
mengelola biaya juga mempunyai pengaruh besar terhadap ketercapaianya 
tujuan pendidikan. Banyaknya biaya yang dikeluarkan tanpa adanya 
kemapuan dalam pengelolaan manajemen biaya, maka yang terjadi adalah 
pengelolaan keuangan yang tidak tepat sasaran dan pemborosan sementara.  
Proses pendidikan akan mengacu pada prinsip transparasi. Kejelasan 
mengenai hal yang menyangkut tentang pembiayaan harus dapat dilaporkan 
dan pertanggungjawabkan secara terperinci. Tidak hanya sebatas pada 
pelaksanaanya saja akan tetapi perlu adanya penyajian laporan yang jelas yang 
nantinya akan dipertangungjawabkan. Segala sesuatu yang sudah menyangkut 
tentang pendapatan dan pengeluaran dapat dijelaskan secara detail yang sudah 
dicatatkan dalam laporan yang dibuat. Kalaupun memang dikeluarkan untuk 
pelaksanaan program, harus jelas program yang bertujuan untuk meningkatkan 
pendidikan yang bermutu.  
Prinsip transparansi ini sangat diperlukan dala pembiayaan pendidikan 
di indonesia. Hal ini dilakukan agar tersalurnya anggaran yang diterima pada 
program untuk meningkatkan kualitas pendidikan atau tidak. Jika tidak maka 
harus segera ditindak lanjuti dan mencari solusi dan jalan keluar yang baik. 
Adanya asas transparansi biaya pada pembiayaan pendidikan dapat 
mengantisipasi segala anggapan yang bersifat negatif dari berbagai pihak.  
Pengeluaran maupun pemasukan harus dijelaskan dalam pembukuan 
dan dapat dipertanggungjawabkan secara jelas. Adanya anggapan yang 


































bersifat negatif dari berbagai pihak karena tidak adanya transparansi dana 
dalam pertanggungjawaban semua anggaran yang sudah dipakai. Pengelolaan 
pembiayaan sudah dilakukan dengan prosedur dan mekanismen yang 
ditetapkan. Segala bentuk pengeluaran yang dilakukan harus mempunyai 
dampak untuk kemajuan dalam bidang pendidikan baik dalam pengeluaran 
maupun berpapun uang maupun barang memiliki dampak yang signifikan 
pada pembangunan bidang pendidikan. 
Semua pengeluaran yang telah dilakukan dalam biaya pendidikan 
dimuat dalam rencana kegitatan dan anggran madrasah (RKAM). Semua dana 
yang telah dikeluarkan oleh lembaga pendidikan baik berupa uang atau 
barang, harus memiliki kejalasan runtutan tertulis dalam rencana kegitatan dan 
anggran madrasah (RKAM). 
Manajemen keuangan madrasah yang baik dan benar perlu dilakukan 
untuk menunjang penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka 
mengefektifkan kegiatan belajar mengajar dan meningkatkan mutu prestasi 
belajar peserta didik. Hal ini penting, terutama dalamrangka manjemen 
berbasiis sekolah,yang memberi kewenangan kepada sekolah untukmencari 
dan memanfaatkan berbagai sumber dan sesuai dengn keperluan masing 
masing sekolah.  
Hasil pengamatan awal yang peneliti lakukan di MA Darussalam Deru 
Bojonegoro beralamatkan di JL raya puk no 321 desa deru kecamatan 
sumberrejo kabupaten Bojonegoro, sebagai lembaga dibawah naungan 


































Kementrian Agama dengan keungulan sebagai madrasah  yang berlandaskan 
iman dan taqwa serta unggul dalam berprestasi. Dari survey awal yang telah 
dilakukan peneliti, bahwasanya kondisi madrasah ini menegelola sumber dana 
pendidikan dari BOS. Dengan demikian kiranya madarsah ini perlu 
merencanakan  sumber pembiayaan pendidikan yang lebih luas lagi   kualitas 
pendidikan di MA Darussalam Deru Bojonegoro ini mengacu pada 8 standart 
nasional pendidikan. Standar isi, standar proses, standar kelulusan, standar 
pendidik dan tenaga pendidik, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, 
stndar pembiayaan, standar penilaian.  
Dari standar tersebut standar pembiayaan yang menjadi tantangan 
terbesar dalamn penyelenggaraan pendidikan. Dikarenakan peserta didik yang 
berdominasi keluarga berekonomi menengah kebawah. Untuk meningkatkan 
kualitas pendidikan dan demi berjalannya proses kegiatan membutuhkan 
pengelolaan keuangan yang professional baik dalam pencarian sumber dana 
atau pedistribusiannya dana MA Darussalam Deru Bojonegoro dalam 
mengelola keuangan  dipegang oleh bendahara umum, komite dan dibantu 
oleh kepala madrasah sebagai biaya masuk maupun keluar.  
Dari paparan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan judul “ MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN 
MELALUI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI MA 
DARUSSALAM DERU BOJONEGORO ” 


































B. Fokus Penelitian   
Berdasarkan pendalaman yang telah dijelaskan maka penulis 
merumuskan fokus penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : 
1. Bagaimana  Perencanaan  pembiayaan pendidikan melalui program 
BOS di Madrasah Aliyah Darusslam Deru Bojonegoro ? 
2. Bagaimana Pelaksanaan pembukuan pembiayaan pendidikan 
melalui program BOS di Madrasah Aliyah Darusslam Deru 
Bojonegoro? 
3. Bagaimana Auditing pembiayaan pendidikan melalui program 
BOS Madrasah Aliyah Darusslam Deru Bojonegoro? 
C. Tujuan penelitian 
Sesuai fokus penelitian, penelitian ini bertujuan diantaranya yaitu : 
1. Untuk mendeskripsikan  perencanaan pembiayaan pendidikan 
melalui program BOS di Madrasah Aliyah Darusslam Deru 
Bojonegoro? 
2. Untuk mendeskripsikan Pelaksanaan pembukuan pembiayaan 
pendidikan melalui program BOS di Madrasah Aliyah Darusslam 
Deru Bojonegoro? 
3. Untuk mendeskripsikan  Auditing pembiayaan pendidikan melalui 
program BOS di Madrasah Aliyah Darusslam Deru Bojonegoro? 
 
 


































D. Manfaat Penelitian  
Penelitian ini sangat diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut : 
1. Manfaat teoritis 
Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan 
pengetahuan dalam dunia pendidikan. Khususnya pengelolaan 
pembiayaan dalam dunia pendidikan. 
2. Manfaat praktis 
Secara praktis hasil mengenai penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan sebuah informasi maupun pengalaman baru bagi 
pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu :  
a. Bagi peneliti 
Hasil dari penelitian ini dapat menabah wawasan dan 
pengalaman baru bagi peneliti dan juga dapat dijadikan 
sebagai karya ilmiah dalam upaya mengembangkan 
kompetensi peneliti.  
b. Bagi almamater 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapet memberikan 
kontribusi informasi bagi seluruh civitas academia UIN 
Sunan Ampel Surabaya, khususnya Fakultas Tarbiyah 
dan Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. 
c. Bagi sekolah 
Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan dalam 
memutuskan kebijakan sekolah dalam rangka perbaikan 


































pengelolaan pembiayaan dalam sekolah sehingga dapat 
mencetak output yang berkualitas bagi sekolah.  
E. Definisi Konseptual 
Berdasarkan judul penelitian, maka peneliti harus memberikan definisi 
konseptual agar terdapat kesamaan pandangan antara pembaca dan juga 
peneliti dalam menafsirkan judul penelitian serta memahami permasalahan 
dan hasil penelitian yang diperoleh. Peneliti memberikan definisi konseptual 
sebagai berikut: 
1. Manajemen  
Manajemen adalah  ilmu atau seni yang  mempelajari tentang 
pendayagunaan sumberdaya secara efektif dan efisien untuk 
mencapai tujuan organisasi  
2. Pembiayaan Pendidikan 
Pembiayaan pendidikan adalah  proses mendapatkan dan mengatur 
pemasukan dan pengeluaran berupa uang, barang, atau jasa melalui 
sumber daya manusia lewat fungsi manajemen yaitu 
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi sehingga tercapainya 
mutu pendidikan yang diharapkan. 
3. BOS adalah sebuah program pemerintah untuk meringankan biaya 
operasional sekolah yang berasal dari PKPS-BBM. 


































F. Keaslian Penelitian 
Sebagai bahan pertimbangan dan acuan, penelitian ini diharapkan 
dapat melengkap dari sudut pandang yang berbeda. Berikut ini beberapa 
penelitian terdahulu yang relevan antara lain :  
1. Skripsi penelitian yang dilakukan oleh saudara Ahmad Saifudin 
dengan judul Analisis Manajemen pembiayaan pendidikan dalam 
meningkatkan kualitas sumber daya manusi menurut perspektif 
ekonomi islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan 
dengan menggunakna metode deskriptif kualitatif, sumber dari data 
primer dan sekunder, dengan tehnik pengumpulan data obeservasi, 
wawancara dan dokumentasi dengan menggnkana metode 
purposive sampling, populasi dalam penelitian ini adalah kepala 
sekolah beserta staff SMP Global Madani untuk menganalisa 
penulis menggunakan editing, organizing dan analyzing dengan 
metode berfikir deduktif.  
Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan bahwa manajemen 
pembiayaan pendidikan SMP Global Madani meliputi 
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi keuangan, kegiatan 
perencanaan keuangan yang berupa Rencana Kegiatan dan 
Anggaran Sekolah. Kegiatan pelaksanaan pembiayaan pendidikan 
meliputi penerimaan dana dan pengeluaran dana dan yang terkahir 
yaitu evaluasi berupa pemeriksaan terhadap penerimaan dan 
pertanggungjawaban keuangan oleh ketua yayasan dalam 


































meningkatkan kualitas SDM SMP Global madani mengalokaiskan 
dana untuk kegiatan ekstrakulikuler. SMP ini telah sesuai dengan 
prinsip prinsip ekonomi islam keadilan, kejujuran, amanah, 
transparasi dan akuntabilitas. Ini ditunjukan adanya perbedaan 
antar golongan, guru sangat objektif kepada siswa. Manajemen 
tidak pernah memberikan data yang fiktif dan laporan keuangan 
tersuusn rapi. Namun secara pembiayaan SMP Global madani 
belum perspektif islam karena dalam islam pembiayaan pendidikan 
dikelola secara penuh oleh Negara.   
2. Skripsi penelitian yang dilakukan oleh saudara Ahmad faizal fahmi 
dengan judul Implementasi Manajemen Pembiayaan Di Madrasah 
Aliyah Pembaharuan Karang Bahagia Bekasi. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan 
mengambil kepala sekolah, komite sekolah, tata usaha dan 2 orang 
guru sebagai sampel penelitian. Hasil penelitian ini adalah di 
madrasah aliyah pembaharuan ini menunjukkan bahwa 
implementasi manajemen pembiayaan pendidikan sudah berjalan, 
akan tetapi belum tercapai secara maksimal. Hal ini dibuktikan 
dengan jawaban yang diperoleh dari 1 tata usaha dan 2 orang guru 
melalui pertanyaan yang diajukan. 
3. Skripsi penelitian yang dilakukan oleh saudara Vita Andini Yulica 
dengan judul Manajemen pembiayaan pendidikan  di yayasan 
bakong pittaya scholl pattani Thailand selatan. 


































 Metode penelitian ini mengguanakan deskriptif kualitatif, 
hasil dari penelitian tersebut menunjukkan Proses perencanaan 
pembiayaan di Bakong Pittaya School dilakukan mulai awal bulan 
April sampai dengan Juni. Dalam tiga bulan tersebut, Bakong 
Pittaya School akan melakukan rapat bersama dewan yayasan dan 
guru, kemudian akan di sahkan oleh yayasan yang nantinya akan 
diajukan kepada pihak Kerajaan Thailand. Setelah diterima, pihak 
kerajaan akan memberikan dana sesuai dengan laporan jumlah 
siswa. Proses pembelanjaan pembiayaan di Bakong Pittaya School 
berupa dana yang diperoleh dari kerajaan sebesar 1,4 juta THB 
untuk seluruh biaya operasional, sedangkan biaya untuk gaji guru 
dan karyawan sebesar 1,2 juta THB. Proses Proses pengawasan 
dilakukan oleh departemen pendidikan setempat yang dilakukan 
pada awal dan akhir semester. Sedangkan dilingkup sekolah adalah 
manajer utama sendiri yang dilakukan secara insidental. Proses 
pertanggungjawaban pembiayaan di Bakong Pittaya School berupa 
laporan terperinci dengan memuat bukti pengeluaran dan 
pemasukan berupa kwitansi yang akan disampaikan setiap bulan 
Maret . Hambatan Bakong Pittaya School dalam pembiayaan 
pendidikannya adalah ketika dana yang diberikan oleh pihak 
kerajaan tidak cukup untuk memenuhi segala kegiatan.  


































G. Sistematika Pembahasan  
Sitematika pembahasan merupakan keseluruhan pembahasan yang 
akan dipaparkan oleh peneliti. Dengan adanya sistematika pembahasan, 
pembaca akan mendapat rahan serta gambaran yang jelas terkait hal yang 
terdapat pada penelitian ini. Berikut adalah sistematika pembahasan yang 
terdiri dari lima bab, yaitu : 
BAB I : Pendahuluan 
Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, fokus permasalahan, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian, difinisi konseptual, keaslian 
penelitian dan sistematika pembahasan. 
 
BAB II : Kajian Pustaka 
Bab ini mengemukakan kajian pustaka yang sudah dibagi menjadi 
beberapa sub bab, yaitu : pertama, manajemen pembiayaan   kedua : 
ruanglingkup manajemen pembiayaan pendidikan, yang ketiga ; 
pembiayaan pendidikan melalui program BOS 
BAB III : Metode Penelitian 
Dalam bab ini berisi metode penelitian yang digunakan oleh 
peneliti dalam melakukan penelitian ini dan memperoleh data yang terkait 
dan sesuai dengan penelitian ini. Diantaranya yaitu : jenis penelitian, 
kehadiran peneliti, lokasi dalam penelitian, informan penelitian, tahap-
tahap penelitian, metode dalam mengumpulkan data serta analisis data.  
 


































BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Dalam bab ini akan membahas tentang temuan-temuan apa saja 
yang ada dilapangan atau sering disebut dengan laporan hasil penelitian 
yang meliputi gambaran umum tentang lokasi yang akan diteliti, gambaran 
deskripsi subjek, penyajian data dan analisis data tentang strategi 
manajemen pembiayaan madrasah 
BAB V : Penutup 
Pada bab ini adalah bab terakhir dalam skripsi didalamnya berisi 
kesimpulan dan saran.  
Setelah pembahasan dari kelima bab tersebut, maka pada bagian 
akhir dari penelitian ini peneliti menyertakan beberapa lampiran yang 
dianggap perlu. Hal ini dimaksudkan untuk memperjelas dan menjadi 
rujukan dari inti pembahasan didalam penelitian. 




































A. Manajemen pembiayaan pendidikan 
 Pengertian Manajemen 
Manajemen berasal dari bahasa inggris yang merupakan kata dari 
managemen  yang memounyai arti pengelolaan.6 Beberapa pakar 
manajemen mempunyai definisi yang berbeda terkait tentang pengertian 
manajemen. Yaitu :  
Stoner manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, 
pengarahan dan pengawasan usaha para anggota organisasi dan enggunaan 
sumber daya organisasi lainya agar mencapai sebuah tujuan organisasi 
yang ditetapkan.7 Longnecker & Pringle merumuskan manajemen sebagai 
proses memperoleh dan menggabungkan sumber manusia, finansial dan 
fisisk untuk mencapai tujuan pokok organisasi menghasilkan produk 
ataupun jasa yang telah diinginkan oleh masyarakat.8 
Buford dan Bedeian manajemen merupakan proses untuk mencapai 
tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan material secara 
 
6 M. Sobry Sutikno, Manajemen Pendidikan,  (Lombik : Holistica, 2012) h. 3 
7 T Hani Handoko, Manajemen, (Yogyakarta : BPFE, 2003) Cet.18, h. 8 
8 Marno & Triyo Supriyanto, Manajemen dan kepemimpinan Pendidikan Islam, (Bandung : PT 
Refika Aditama, 2008) cet. 1, h. 1 



































efisien.9 Milion Brown mengatakan , Management Mean the affective use 
of people, money, equipment, material and method to accomplish a 
specific objective (Manajemen merupakan alat atau cara untuk 
menggunakan orang-orang, uang, perlengkapan, bahan-bahan dan metode 
secara efektif agar mencapai tujuan yang diinginkan).10 Suhardan 
manajemen merupakan usaha yang sistematis dalam mengtur dan 
menggerakna orang orang yang ada didalam organisasi agar mereka 
bekerja sepenuh kesanggupan dan kemampuan yang dimilikinya.11 
Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen 
merupakan proses dalam mengatur  manusia, uang, bahan-bahan, 
perlengkapan dan metode secara efektif untuk mencapai suatu tujuan yang 
tertentu melalui fungsi manajemen antara lain yairu perencanaan, 
pengorganisasian, pelaksanakan dna pengawasan yang dilakukan secara 
terus menerus dan konsekuen. Hal ini menjelaskan bahwa manajemen 
dapat berjalan melalui orang lain, uang, barang, perlengkapan dan metode 
secara efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak awal. 
Sebagaimana yang telah diketahui bahwasanya manajemen ialah suatu 
proses mengatur orang lain mulai dari merencanakan, mengorganisasikan, 
melaksanakan dan mengawsi yang dilakukan secara berkala agar tujuan 
yang telah ditetapkan dapat tercapai.  
 
9 Syaiful Sagala, Manajemen Berbasis Sekolah dan Masyarakat, Strategi Memenangkan 
Persaingan Mut, (Jakarta : PT Nimas Multima, 2004) Cet. 1, h.15 
10 Didin Kurniadin dan imam machali, manajemen Pendidikan, (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 
2012), h. 25 
11 Barnawi dan M. Arigfin, Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah, (Jogjakarta : Ar-Ruzz 
Media, 2012) h. 14 



































Menurut pendekatan manajemen, pembiayaan pendidikan 
merupakan sebuah fondasi dasar dalam mekanisme penganggaran. 
Penentuan biaya akan mempengaruhi tingkat efesiensi dan efektifitas 
kegiatan dalam suatu organisasi yang akan mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan. 
Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu standart pendidikan 
yang dibuat oleh pemerintah, sebagai syarat mencapai pendidikan yang 
bermutu. Dalam hal ini pembiayaan pendidikan memiliki kompenen dalam 
kaitanya yaitu biaya langsung dan  biaya tidak langsung serta biaya rutin 
sekolah. Pembiayaan pendidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan 
dari kajian manajemen pendidikan. Akan tetapi pembiayaan pendidikan 
mempunyai kajian tersendiri dalam kaitanya dna mempunyai fungsi dala 
prosesnya. Fungsi pembiayaan pendidikan yautu bagaimana memperoleh 
biaya dan bagaimana mempergunakan biaya tersebut.  
Manajemen pembiayaan pendidkan tidak akan berjalan tanpa 
adanya biaya. Begitu juga minimnya biaya yang terdapat dlam lembaga 
pendidikan dapat mempengaruhi ketercapainya tujuan yang telah 
ditentukan. Biaya merupakan sebuah ruh dala setian kegiatan yang ada 
tanpa adanta biaya pastinya segala yang telah direncanakan tidak akan 
dapat ebrjalna dengan lancar.  
 



































Suatu biaya penting keberadany dalam organisais, terlebih pada 
duni apendidikan. Akan tetapi bukan seberapa besar biaaya tersbeut 
direncanakan untuk paa dan bagaimna cara pelaksanaanya dala 
menggunakan anggaran tersebut. Dapat dikatakan bahwa segala hal yang 
telah direncanakan sejak awal, apabila mendapati segala yang terjadi 
dalam proses berjalanya maka harus segera dimusyawarahkan dan 
secepatnya mencari alternatif atau jalan keluar yang baik.  
Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu komponen penting 
yang terdapat pada sistem pendidikan. Tanpa adanya biaya yang 
mendukung pada proses pelaksanaan pendidikan. Pendidikan yang 
bermutu hanya dalam angan anagan semata. Segala hal yang berkaitan 
dengan proses pelaksanakan pendidikan yang berjalan disekolah berkaitan 
dengan biaya. 
Dari uraian diatas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa 
manajemen pembiayaan pendidikan merupakan proses mendapatkan dan 
mengatur pengeluaran berupa uang, barang, atau jasa melalui sumber daya 
manusia lewat fungsi manajemen yaitu merencanakan, melaksanakan, 
mengevaluasi sehingga tercapainya mutu pendidikan yang diharapkan. 
 
 



































 Pengertian pembiayaan pendidikan 
Keberadaan biaya dalam suatu organisasi mrupakan sektor yang 
begitu penting keberadaanya, dalam hal menunjang segala kegiatan atau 
program yang akan dilaksanakan. Terkhusus dalam dunia pendidikan, 
biaya merupakan komponen yang sangat penting dalam proses 
pelaksanaan kegiatan pendidikan yang berjalan dsekolah. Baik dalam 
kategori mikro ataupun makro. Sebaik apapun program yang telah 
direncanakan disekolah tanpa adanya biaya tidak akan berjalan dengan 
lancar. Hanya terbengkalinya kegiatan yang direncanakan dengan 
sematang mungkin karena tidak didukung dengan biaya yang memadai. 
Biaya merupakan sebuah alat yang digunakan untuk menunjang proses 
berjalannya suatu kegiatan. Segala hal yang berkaitan dengan proses 
kegiatan yang akan dilakukan tidak terlepas dari biaya. 
Menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia (1990) mendefinisikanm 
bahwa biaya adalah nilai barang dan jasa yang dipakai untuk 
melaksanakan kegiatan atau pendapatan.12 Blocher dkk mengartikan biaya 
sebagai penggunaan sumber daya yang mempunyai konsekuensi 
keuangan.13 Agus Irianto mendefinisikan Biaya Pendidikan sebgai salah 
satu komponen instrumental yang sangat penting dlaam penyelenggaraan 
pendidikan disekolah. Biaya dalam pengertian ini memiliki cakupan yang 
luas yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan 
 
12 Mulyono, Konsep Pembiayaan Pendidikan, (Jogjakarta : Ar-ruzz media, 2010). Cet. 1, h. 89  
13 Ibid. H. 90 



































penyelenggaraan pendiidkan baik dala bentuk uang ataupun barang dan 
tenaga yang dapat dihargai dengan uang.14 
Dari beberapa kesimpulan diatas dapat dikatakan bahwa biaya 
adalah seluruh anggaran yang dikeluarkan dala bentuk barang atau uang 
untuk melaksanakan suatu kegiatan yang telah ditetapkan dalam mencapai 
tujuan yang telah ditentukan. 
 Jenis-jenis pembiayaan pendidikan 
Kemampuan pembiayaan merupakan salah satu faktor kunci 
keberhasilan praktek penyelenggaraan sekolah, baik yang dikelola secara 
konvensional maupun brbasis manajemen berbasis sekolah (MBS). 
Pemikiran paling optimis mengenai posisi biaya dikaitkan dengan mutu 
penididkan menggariskan bahwa biaya merupakan fungsi mutu, hubungan 
antara instanni bersifat linier. Pendapat semacam ini tentu harus 
dibuktikan secara empiris. Karena masih banyak faktor yang dapat 
dibedakan manjadi dua kategori yaitu biaya langsung dan tidak langsung.15    
Biaya lansung merupakan biaya penyelenggaraan pendidikan yang 
dikeluarkan oleh sekolah,siswa atau keluargasiswa, biayalangsung ini 
lebih mudah dihitung karena diketahui oleh para wajib pajak dan data 
disekolah. Smentara biaya tidak langsung sulit untuk dihitung 
biayalangsung berwujud dalambentuk pengeluaran uangyang secara 
 
14 Agus Irianto, Pendidikan Sebagai Investasi dalam Pembngunan suatu Bangsa, (Jakarta : 
Kencana, 2011) h. 161 
15 Harsono, Pengelolaan Pndiidkan (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher,2007). H. 10 



































langsung digunakan untuk membiayaai penyelenggaraan proses belajar 
mengajar. Biaya langsung berpengaruh terhadap kualitas output 
pedidikandan penyelenggraan kegiatan akademik. 
 Model pembiayaan pendidikan 
Konsep model penentuan biaya madrasah dapat digambarkan dala 
model tulang ikan dari Ishikawa. Penentuan biaya madrasah dikelompokan 
menjadi 8 komponen, hal ini sesuai dengan standart nasional pendidikan 
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Berdasarkan gambar diatas, maka bisa ditentukan kebutuhan total 
biaya satuan pendidikan madrasah  dengan mengacu pada delapan standar 
nasinonal pendidikan dengan menyandingkan antara program kerja 
tahunan madrasah dengan delapan standar nasional pendidikan. 
Pengelompokan komponen biaya  tersebut diambil sebagai komponen 
minimal yang dilaksanakan di madrasah.17 
Asumsi model penentuan biayaa satuan untuk madrasah yang 
mungkin dapat dialokasikan adalah sebagai berikut :18 
a. Pengeluaran kebutuhan pokok siswa pertahun. 
b. Pengeluaran guru pertahun berdasarkan rasio guru dan murid. 
c. Pengeluaran untuk buku teks persiswa dengan rasio buku siiswa 
d. Pengeluaran untuk bahan dan alat pelajaran habis pakai untuk 
praktikum persiswa per tahun  
e. Pengeluaran untuk pemeliharaan seluruh sarana dan prasarana 
akademik persiswa pertahun 
f. Pegeluaran untuk manajemn sekolah yaitu kepala sekolah, staf-staf. 
g. Pengeluaran utnuk ujian sekolah untuk pembelian bahan alat tulis 
sekolah 
h. Pengeluaran untuk daya dan jasa 
i. Pengeluaran untuk penunjang pertahun 
Untuk menghitung salah satu besaran biaya satuan pendidikan 
(sebagi contoh dalam bentuk pendidikan) berdasarkan penyelenggaraan 
 
17 Ibid,48  
18 Ibid, 49 



































dapat dihitung berdasarkan Activity Based Cost (ABC) dengan gambar 




Gambar : 2.2 Biaya Penididkan dengan ABC 
Manajemen berdasarkan  Activity Based Cost (ABC) menurut 
Petter B.B Turney dalam proker menjelaskan ABM adalah menata 
aktifitas untuk memperbaiki nilai program atau jasa bagi pelanggan dan 
meningkatkan perusahaan. ABM menarik ABC sebagai sumber 
informasinya dan berfokus pada efesiensi, efektifitas proses dan aktivitas 
bisnis utama. Dengan menggunakan ABM manajemen dapat menentukan 
wilayah untuk melakukan perbaikan koperasi mengurangi biaya 
meningkatkan nilai bagi pelanggan produk dan aktivitas, ABM 
memperbaiki fokus manajemen atas faktor fungsi keberhasilan atau 
kriktikan sukses faktor perusahaan dan meningkatkan keunggulan 
kompetitifnya.  
Cooper dan Kaplan dalam Blocker menerapkan penerapan ABM 
kedala dua kategori yaitu ABM operasional dan ABM srategis, ABM 
operasional meningkatkan efisiensi dan tingkat penggunaan aset serta 










































melakukan aktivitas lebih efisien. Penerapan ABM operasional 
menggunakan teknik manajemen mutu total dan pengukuran kinerja.19 
ABM strategis berusaha menigktkan permintaan dan aktivitas dan 
profitabilitas pada efisiensi aktivitas saat ini atau efisiensi efektivitas ynag 
telah ditingkatkan. ABM strategis berfokus pada pemilihan aktivitas yag 
tepat untuk operasi. Dengan menggunakan ABM startegis perusahaan 
meningkatkan profitabilitas melalui aktivitas yang tidak menguntungkan, 
penghilangan aktivitas yang paling penting dan pemilihan pelanggan yang 
paling menguntungkan. Penerapan ABM startegis menggunakan tehnik 
manajemen, seperti perancangan proses limi produk pelanggan segmentasi 
pasar dan saluran distribusi.20 
B. Ruang lingkup manajemen pembiayaan  
 Penganggaran  
Istilah anggaran seringkali dipahami sebagai entitas rencana. Tapi 
dalam ranah manajemen keuangan dilembaga pendidikan sering disebut 
RKAM (Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah).21 Anggaran adalah 
suatu rencana yang berisi jumlah uang yang dimiki atau dapat diadakan ( 
pendapatan atau pemasukan) untuk membiayai kegiatan proses pendidikan 
dalam rangka mencapai  tujuan pendidikan.Setiap lembaga pendidikan 
pasti memerlukan anggaran untuk menunjang proses kegiatan belajar 
 
19 Ibid, 49 
20 Ibid,  
21 Haidar Nawawi, Manajemen  Strategic Organisasi Non Prpfit Bidang Pemerintahan 
(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), 109. 



































mengajar. Oleh kareana itu sifatnya masih rencana dan menyangkut 
keperluan proses kegiatan pendidikan, maka anggran baru sah bila 
mendapat persetujuan dari komite sekolah / madrasah.22 
Menurut Liphan Kaitannya dengan proses penyusunan anggaran 
ini, mengemukakan empat fase pokok sebagai berikut: 1) Merencanakan 
anggaran, yaitu kegiatan mengidentifikasi tujuan, menentukan prioritas, 
menjabarkan tujuan ke dalam penampilan personal yang dapat diukur, dan 
membuat rekomendasi alternatif pendekatan untuk mencapai sasaran; 2) 
Mempersiapkan anggaran, yaitu menyesuaikan kegiatan dengan 
mekanisme anggaran yang berlaku, bentuknya, distribusi dan sasaran 
program pengajaran perlu dirumuskan dengan jelas. Melakukan 
inventarisasi kelengkapan peralatan dan bahan-bahan yang telah tersedia; 
3) Mengelola pelaksanaan anggaran, yaitu melaksanakan pembukuan, 
melakukan pembelajaan dan membuat transaksi, membuat perhitungan, 
mengawasi pelaksanaan, sesuai dengan prosedur kerja yang berlaku serta 
membuat laporan dan pertanggungjawaban keuangan; dan 4) Menilai 
pelaksanaan anggaran yaitu menilai bagaimana pencapaian sasaran 




22 Ibid., 110. 
23 Mulyono, Konsep pembiayaan pendidikan Hlm 162-163 



































Perencanaan dalam manajemen keuangan ialah kegiatan 
merencanakan sumber dana untuk menunjang kegiatan pendidikan dan 
tercapainya kegiatan pendidikan dimadrasah. Perencanaan perhimpunan 
sejumlah dana yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan berhubungan 
dengan angran atau budget, sebagai penjabar suatu rencana ke dalam 
bentuk dana untuk setiap komponen kegiatan.24 
Penganggaran merupakan kegiatan atau proses penyusunan 
anggaran. Budget merupakan rencana operasional yang dinyatakn secra 
kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman 
dalam melaksanakan kegitan kegitan lembaga dalam kurun waktu tertentu. 
Oleh karena itu dalam angrgran tergambar kegiatan - kegiatan yang akan 
dilaksanakan suatu lembaga.25 
Dalam kegiatan penggangran kepala madrasah harus mampu 
menyusun RKAM (Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah). Kepala 
madrasah harus mengetahui sumber dana yang merupakan sumber daya 
madrasah diantara lain, antara lain meliputi anggran rutin Dana Penunjang 
Pendidikan (DPD), Subsidi bantuan penyelenggaraan pendidikan ( SBPP), 
bantuan operasional sekolah (BOS), BP3, Donatur, badan usaha, serta 
sumbangan lainnya. Dalam menetapkan jumlah anggaran ada dua hal 
 
24Durotun Nafisah, dkk, Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di Madrasah Aliyah, Economic 
Education Analysis Journal, Vol 3 p-ISSN 2252-6544, e-ISSN 2502-356X, 2017, 790. 
25 Ibid 



































penting yang perlu diperhatikan, yaitu unit cost (satuan biaya), dan volume 
kegiatan.26 
Nanang Fattah menjelaskan langkah-langkah penyusunan anggaran 
adalah sebagai berikut: 1) Menginventariskan rencana yang akan 
dilaksanakan, 2) Menyusun rencana berdasarkan skala prioritas 
pelaksanaannya, 3) Menentukan program kerja dan rincian program, 4) 
Menghitung dana yang dibutuhkan.27senada juga dengan Akdon yang 
menyebutkan bahwa prosedur pertama Mengidentifikasi kegiatan yang 
akan dilakukan selama periode anggaran.28 
 Pembukuan 
Tahap kedua dalam manajemen pembiayaan ialah pembukuan atau 
kegiatan pengurusan keuangan. Hal – hal yang perlu dibukukan dalam 
keuangan madrasah adalah menyangkut penerimaan dan pengeluaran. 
Penerimaan dan pengeluaran keuangan madrasah dari sumber-sumber dan 
harus dibukukan sesuai dengan prosedur pengelolaan yang selaras dengan 
kesepakatan yang telah disepakati, baik berupa konsep teoritis maupun 
peraturan pemerintah. Akuntansi pendidikan merupakan meknisme 
pencatatan,peringkasan, dan pelaporan transaksi yang terjadi dalam kurun 
waktu tertentu, sehingga akuntansi diperlukan sebagai pedoman 
penyelenggara kegiatan yang terkait dengan pendidikan.29 
 
26 Rusdiana, Pengelolaan pendidikan, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 230-231. 
27 Nanang fattah, pengelolaan pembiayaan pendiidkah, hlm 7 
28 Akdon, dkk Manajemen Pembiayaan Pendidikan. H. 46 
29 Durotun Nafisah, dkk, Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di Madrasah Aliyah, 790-791. 



































Pelaksanaan pembiayaan pendidikan dapat dikategorikan kedalah 
dua  kegiatan yaitu penerimaan dan pengeluaran. 
a. Penerimaan 
Penerimaan merupakan sumber dana yang diterima madrasah 
baik dari interen madrasah seperti iuran siswa maupun bantuan 
dari luar seperti instasi pemerintah maupun swasta. 
Penerimaan keuangan madrasah dari sumber- sumber dana 
perlu dibukukan sesuai prosedur yang telah disepakati. 
Penerimaan keuangan madrasah tersebut berasal dari 
pemerintah penerimaan khusus untuk pendidikan seperti 
bantuan ataupinjaman dari luar negri yang diperuntukkan bagi 
pendidikan, uang madrasah dan sumbagan sukarela dari orang 
tua maupun masyarakat.30  
b. Pengeluaran  
Dana yang diperoleh dari berbagai sumber yang didapat perlu 
digunakan secara efektif dan efisien. Setiap perolehan dana 
harus digunakan sesuai dengan kebutuhan yang telah 
direncanakan sesuai pembiayaan pendidikan madrasah. 
Pengeluran tersebut berkenaan dengan pembayaran dan 
pemenuhan delapan standart nasional pendidikan. 
 
30 Harbanga Siagian, Administrasi Pendidikan Suatu Pendekatan Sistemik, 133. 



































 Pengawasan  
Pengawasan merupakan proses evalusi dan pertangungjawaban 
pembiayaan terhadap proses pencapaian rencana anggran. Jones 
mengatakan pertangungjawaban merupakan peninjauan terhadap transaksi 
finalsial sebagai penjaminan, keakuratan, kelengkapan, legalitas dan 
perbandingan apakah yang sedang berjalan sesuai tujuan pengangaran, 
kegiatan ini terdiri dari pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, 
pembayaran, atau penyerahan dana ke pihak lain yang berhak. 
Pertanggungjawab juga bisa berfungsi sebagai pengendalian alokasi dana 
dan betuk pertangungjawaban penggunaan dana. Sehingga proses 
pengawasan ini wajib dilakukan.31 
Dari uarain diatas mulai dari estimasi, struktur hingga model dapat 
ditemukan bahwa estimasi, struktur punya pengaruh besar terhadap model 
pendidikan, karena pada dasarnya dalam lembaga pendidikan semua biaya 
mencakup delapan standar nasional pendidikan yang harus dipenuhi 
biayanya. Dari delapan standar nasinal pendidikan tersebut akan diuraikan 





31 Endah Dwi Hayati, Manajemen Pembiayaan Berbasis Sekolah, 145. 



































C. Pengertian Dana BOS 
Menurut peraturan MENDIKNAS Nomor 69 Tahun 2009, standar 
biaya operasi non personalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk 
membiayai kegiatan operasi non personalia selama 1 (satu) tahun sebagai 
bagian dari SNP. Dalam buku teknis pelaksanaan dana BOS pada 
madrasah swasta tahun anggaran 2011. Pengertian BOS ialah program 
pemerintah yang pada dasarnya adalah penyediaan pendanaan biaya 
operasional non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai 
pelaksana program wajib belajar 9 tahun.32 
Dengan demikian hakikat program BOS ialah untuk meringankan 
beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka 
penuntasan wajib belajar 9 tahun yang berkualitas tinggi. Melalui 
program BOS, maka setiap pengelola program pendidikan harus 
memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 
1) BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses dan 
mutu pendidikan dasar 9 tahun (Wajar) yang berkualitas. 
2) Melalui BOS tidak boleh ada siswa miskin putus sekolah karena 
tidak mampu membayar iuran yang di lakukan oleh madrasah. 
3) Anak lulusan sekolah setingkat MI, harus diupayakan kelangsungan 
pendidikannya ke tingkat MTs/setara. Tidak boleh ada 
tamatan/lulusan MI/setara yang tidak dapat melanjutkan ke jenjang 
MTs/ setara. 
 
32 Mulyono, MA. komsep penbiayaan pendidikan, hlm . 202-205. 



































4) Kepala madrasah penang jawab dan mengajak siswa MI yang akan 
lulus dan berpotensi melanjutkan sekolah di jenjang yang lebih 
tinggi seperti MTs/ setara demikian pula juga bila teridentifikasi 
ada anak putus sekolah yang masih berminat melanjutkan agar 
diajak kembali ke bangku sekolah. Kepala sekolah dalam 
mengelola dan BOS harus transparan dan akuntabel dan BOS tidak 
menghalangi peserta didik, orang tua siswa, memberikan 
sumbangan sukarela yang tidak mengikat kepada madrasah, tetapi 
hal itu harus diputuskan bersama dengan komite madrasah dan 
orang tua siswa. 
 
a. Tujuan dan Sasaran Dana BOS 
Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban 
masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka program 
belajar 9 tahun yang bermutu, secara khusus program BOS bertujuan 
untuk: 
1) Menggratiskan seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar 
dan beban biaya operasional sekolah, baik di sekolah negeri 
maupun swasta. 
2) Menggratiskan sekolah SD/MI dan SMP negeri terhadap biaya 
operasional sekolah, kecuali pada rintisan Sekolah Bertaraf 
Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). 
5) Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di 




































3) Sasaran program BOS adalah semua sekolah setingkat SD/SMP 
baik negeri maupun swasta di seluruh propinsi Indonesia. Sedangkan 
sasaran BOS ialah “semua sekolah SD/MI dan SMP, termasuk Sekolah 
Pertama Terbuka (SMPT) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri 
(TKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat baik negeri maupun 
swasta di seluruh propinsi di Indonesia sedangkan program kejar paket 
A dan B tidak mendapat bantuan dana BOS karena sudah dibiayai oleh 
pemerintah”. 
 
b. Landasan Hukum Dana BOS 
Dalam pelaksanaan program BOS baik sekolah negeri dan swasta 
di seluruh Indonesia yang menerima dana BOS harus mengetahui 
peraturan Undang-undang yang berkaitan, di antaranya : 
1) Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945. 
2) Undang-undang Dasar No 17 Tahun 1965 tentang pembentukan 
badan pemeriksa keuangan. 
3) Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. 
4) Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan 
nasional. 
5) Undang-undang No 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. 
 
33 Mulyono, Konsep Pembiayaan Pendidikan, hlm. 191-192. 



































6) Undang-undang No 14 Tahun 2004 tentang pemeriksaan 
pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. 
7) Undang-undang NO 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. 
Bila melihat perundang-undangan di atas, bahwa pemerintah benar-
benar serius dalam menggarap program BOS yang tujuan untuk 
meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dan 
untuk penuntasan wajib belajar sembilan tahun yang berkualitas tinggi 
supaya berjalan sesuai dengan tujuan dan tetap sasaran. 
 
c. Penggunaan Dana BOS 
Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada 
kesepakatan dan keputusan bersama antara tim manajemen BOS sekolah, 
dewan guru dan komite sekolah yang harus didaftar sebagai salah satu 
sumber penerimaan dalam RKAS/RAPBS, di samping dana yang 
diperoleh dari Pemda atau sumber lain yang sah yang diterima oleh 
sekolah. Dana BOS digunakan untuk membiayai kegiatan- kegiatan 
berikut: 
1) Pembiayaan kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu 
biaya pendaftaran, pengadaan formulir, administrasi pendaftaran, 
dan pendaftaran ulang 
2) Pembelian buku referensi untuk dikoleksi diperpustakakan, 
pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, olahraga, kesenian, 
karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, dan untuk 



































honor tambahan di luar jam pelajaran dalam arti honor les biaya 
transportasi, dan akomodasi guru/siswa dalam rangka mengikuti 
lomba. 
3) Pembiayaan ulangan harian, umum, ujian sekolah, dan laporan hasil 
belajar siswa (misalnya untuk foto copy, honor koreksi ujian dan 
honor dalam rangka penyusunan rapor siswa). 
4) Pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis 
atau spidol, pensil, kertas, bahan praktikum buku-buku siswa, buku 
inventaris, langganan koran, majalah pendidikan, minuman dan 
makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari. 
5) Pembiayaan perawatan sekolah yaitu pengecatan, perbaikan semua 
gedung sekolah, dan perbaikan fasilitas sekolah. 
6)  Pembiayaan honorarium bulanan guru honorer dan tenaga 
kependidikan honorer, untuk sekolah SD diperbolehkan untuk 
membayar honor tenaga honorer yang membantu administrasi BOS. 
7) Pengembangan profesi keguruan sepeti pelatihan dan pemberian 
bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi 
masalah biaya transpor dari dan ke sekolah. Jika dinilai lebih 
ekonomis, dapat juga untuk membeli alat transportasi sederhana 







































d. Pengawasan dan Sangsi Dana BOS 
Pengawasan dana BOS adalah kegiatan yang bertujuan untuk 
mengurangi masalah yang berbubungan dengan penyalahgunaan 
wewenang dan pemborosan keuangan negara. Pengawasan dana BOS 
meliputi pengawasan melekat, fungsional, dan masyarakat. untuk lebih 
jelasnya peneliti akan bahas satu-persatu yaitu: 
1) Pengawasan melekat. 
Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh 
pimpinan masing-masing instansi kepada bawahannya baik di 
tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, maupun sekolah. Prioritas 
dalam program BOS adalah pengawasan yang dilakukan oleh dinas 
pendidikan kabupaten/kota kepala sekolah. 
2) Pengawasan fungsional internal. 
Instansi pengawasan fungsional yang melakukan pengawasan 
fungsional yang melakukan pengawasan program BOS secara 
internal adalah inspektorat jenderal Depdiknas serta badan 
pengawasan daerah (Bawasda) provinsi dan kabupaten atau kota, 
instansi tersebut bertanggung jawab untuk melakukan audit sesuai 







































3) Pengawasan eksternal. 
pengawas eksternal yang melakukan pengawasan program BOS 
adalah badan pengawas keuangan (BPKP) instansi ini juga 
bertanggung jawab untuk melakukan audit sesuai dengan 
kebutuhan lembaga tersebut atau permintaan instansi yang akan 
diaudit. 
Sangsi penyalahgunaan dana BOS sangatlah fatal karena 
pemerintah bertindak tegas dalam hal ini, pemblokiran sementara 
bantuan pendidikan yang bersumber dari APBN pada tahun berikutnya 
kepada Kabupaten atau Kota dan provinsi, bila mana terbukti 
pelanggaran tersebut dilakukan. Secara sengaja dan tersistem untuk 
memperoleh keuntungan pribnadi, kelompok atau golongan.34 Dengan 
adanya yang sangsi yang tegas dari pemerintah diharapkan sekolah-
sekolah yang menerima dana BOS tidak menyalah gunakan dana tersebut 
untuk kepentingan yang lain. 
 
D. Auditing Manajemen Pembiayaan Pendidikan 
Auditing adalah suatu proses identifikasi masalah, analisis, dan 
evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesioanal 
berdasarakan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, 
efektifitas, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi 
 
34 Mulyono, MA. komsep penbiayaan pendidikan, hlm . 202-205. 



































pemerintahan.35Auditing adalah fungsi didalam manajemen fungsioanal yang 
harus dilakukan oleh setiaap kepala madrasah untuk mengukur kinerja 
bendaharawan madrasah. Untuk itu, auditng diartikan sebagai proses 
mengukur dan menilai tingkat efektivitas kerja personil serta kerja efisiensi 
penggunaan dana madrasah dalam memberikan kontribusi dalam mencapai 
tujuan lembaga pendidikan auditing bermanfaat pula pada menemukan 
masalah masalah keuangan madrasah serta hasil auditing dapat digunakan 
untuk meningkatkan rasa bertanggung jawab bagi bendahara madrasah.36 
Pertanggungjawaban (auditing) menurut Cormark (1970) merupakan 
pembuktian dan penentuan bahwa apa yang dimaksud sesuai dengan apa yang 
dilaksanakan, sedang apa yang dilaksanakan sesuai dengan tugas proses ini 
menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran 
atau penyerahan dana kepada pihak- pihak yang terkait.37 
a. Auditor internal  
Auditor internal adalah auditor yang bekerja dalam pada 
suatu manajemen perusahaan atau lembaga berstatus sebagai 
pegawai internal institusi tersebut. Auditor internal merupakan 
bagian yang integral distruktur oraganisasi lembaga  dimana 
perannya adalah memberikan pengawasan serta penilaian secara 
terus menerus auditor internal memiliki kepentingan atas efektifitas 
 
35 PER/05.PAN/03/2008. 
36 E . Mulyasa, manajemen berbasis sekolah, hlm, 201. 
37 Mulyono, Konsep Pembiayaan Pendidikan, (Jogjakarta : Ar-ruzz media, 2010). Cet. 1, h. 89  
 



































pengendalian internal disuatu lembaga. Ruang lingkup pekerjaan 
auditor internal sangat komperhensif auditor internal melayani 
organisasi dengan membantunya mencapai tujuan, memperbaiki 
efisiensi dan efektifitas jalannya kegiatan operasioanl suatu lembaga 
serta mengevaluasi dan pengendalian internal auditor internal 
menaruh perhatian pada seluruh aspek organisasi, baik finansial 
maupun non finansial selain itu auditor internal juga sangat berfokus 
terhadap kemungkinan terjadinya peristiwa peristiwa dimaasa yang 
akan datang sebagai hasil dari evaluasi pengendalian yang dilakukan 
secara terus menerus. 
b. Auditor eksternal  
Auditor eksternal sering disebut sebagai auditor    independen 
atau auditor yang diluar lemabaga tersebut karna memang entitas 
auditor eksternal bukan dari dalam lembaga tersebut melainkan dari 
luar yang melakukan pemeriksaan untuk memberikan pendapat 
mengenai kewajaran laporan keuanagan yang telah disusun oleh suatu 
lembaga, selain itu auditor eksternal juga memberi tahu karyawan 
internal lembaga mengenai kelemahan kelemahan yang ada didalam 
sistem pengendalian intern serta saran perbaikannya.38  
 
 
38 Hery , Auditing dasar dasar pemeriksaan akuntansi,hlm,5. 




































Metode penelitian merupakan tehnik yang sangat spesifik dalam 
penelitian. Dalam penelitian harus menggunakan beberapa tehnik penelitian 
yang berhubungan dengan metode penelitian sebagai landasan konseptual. 
Metode penelitina yang digunakan dalam penelitian ini adalah :  
A. Jenis penelitian 
Mengenai topik pembahasan dalam penelitian ini yaitu  manajemen 
pembiayaan pendidikan melalui program bantuan opeasional sekolah di 
MA Darusslam Deru Bojonegoro, maka strategi penelitian yang digunakan 
adalah deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah kualitatif. Peneliti menggunakan pendekatan ini dengan alasan 
data yang dikaji dan dihasilkan adalah deskriptif yang berupa kata kata 
tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.39 
Selain itu peneliti mendapatkan informasi yang berkaitan dengan 
penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan wawancara atau tanya 
jawab. Kemudian data tersebut dikumpulkan dan dicatat dan diolah 
dengan hasil yang logis baru disajikan dalam bentuk tulisan yang baku. 
Penelitian yang menggunakan metode deskriptif adalah penelitian dengan 
menggambarkan suatu keadaan objek atau peristiwa tertentu berdasarkan 
 
39 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2002). H. 
3 


































fakta fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya yang diiringi dengan 
upaya pengambilan kesimpulan yang berdasarkan atas fakta histioris. 
Maka data yang digunakan ini bersifat induktif. Analisis data yang 
diperoleh lemudian di kembangkan dengan pola tertentu. Penelitian 
deskriptif pada umumnya dialukan dengan tujuan menggambarkan secara 
sistematis fakta dan karakter objek ataupun subjek yang diteliti secara 
tepat.40  
Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan 
memperhatikan beberapa pertimbangan. Yang Pertama, pendekatan ini 
mudah apabila berhadapan langsung dengan kenyataan. Kedua, 
pendekatan menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti 
dengan responden. Ketiga, pendekatan ini dapat menyesuaikan 
diri.Peneliti akan menganalisis, menggambarkan dan memaparkan data 
yang telah diperoleh dari kepala madrasah, waka, bendahara madrasah, 
kepala tata usaha. 
B. Kehadiran penelitian 
Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrument dan 
pengumpul data. Peneliti memepunyai peran secara partisipatif dengan 
mengabil bagian dalam fenomena dan kebiasan yang akan diteliti. Peneliti 
kemudian akan melakukan pengamatan yang mendalam dalam 
pengumpulan data. Selain manusia ada beberapa hal yang dapat 
diguanakan sebagai instrumen dalam penelitian, hanya saja berfungsi 
 
40 Hadari Nawawi dan Mimim Martini. Penelitian Terapan. ( Yogyakarta : Rajawali Press. 1992) 
H. 73  


































sebagai pendukung tugas peneliti, bukan sebgaai instrument inti. Maka 
kehadiran seorang peneliti dilapangan sangat diperlukan.  
C. Lokasi penelitian 
Penelitian ini dilakukan di MA D arusslam Deru Bojonegoro yang 
bertempat Jl. Raya Puk No. 321, Deru, Sumberrejo, Kab. Bojonegoro. 
Madrasah ini berstatus Swasta dengan akreditasi B.  
D. Subyek penelitian 
Dalam penelitian ini, subjek yang menjadi fokus penelitian ini 
adalah sebagian elemen yang ada di MA Darussslam Deru Bojonegoro 
yang sekaligus menjadi informan dalam pengumpulan data. Adapun data 
yang tersaji dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan 
antara lain dimulai dari wawancara, observasi, kemudian dokumentasi. 
Tahap wawancara peneliti mengambil beberapa informna yang dianggap 
berkompeten dalam menghasilkan data yang relevan dengan judul 








































E. Informan penelitian 
Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah narasumber 
yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang kondisi dan 
situasi latar penelitian agar mendapatkan data dan informasi yang 
dibutuhkan.41 Peneliti akan menentukan beberapa informan penelitian 
yaitu : kepala Madrasah, Bendahara madrasah dan pihak pihak yang perlu 
diwawancarai dan dimintai informasi yang berkenaan dengan penelitian 
yang dilaksanakan.   
F. Tahap penelitian 
Tahap penelitian adalah menguraikan yang berkenaan pada proses 
penelitian, Meleong mengemukakan bahwasanya ada 3 tahapan dalam 
melakukan penelitian.42 Yaitu sebagai berikut :  
1. Tahap Pra Lapangan 
Tahap pra lapangan merupakan tahap dimnaa menetapkan apa saja 
yang akan dilakukan peneliti sebelum masuk untuk melakukan 
penelitian. Ada 7 tahapan yang harus dilakukan dan harus dimiliki 
oleh peneliti antara lain menyusun rancangan penelitian, memilih 
lokasi penelitian, menyusun perijinan, menjajaki dan menilai 
kondisi lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, 
 
41 Burhan Bungin. Penelitian Kualitatif. (Jakarta : Prenada Media Group, 2011) H. 107 
42 Lexy Meleong. Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2002).H. 
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menyiapkan perlengkapan penelitian dan juga persoalan etika 
penelitian.43 
2. Penelitian 
Dalam tahap ini peneliti akan terjung kelapangan untuk melakukan 
penelitian. Agar penelitian dapat berjalan dan hasil yang diperoleh 
akan sesuai dengan apa ynag diharapkan. Ada beberapa hal yang 
peneliti perlu persipkan yaitu : memahami latar penelitian dan 
mempersiapkan diri, memasuki lokasi penelitian, berperan serta 
dalam tehnik pengumpulan data serta menganalisis data. 
Peneliti melakukan kegiatan penelitian di MA Darussalam Deru 
Bojinegoro dengan melibatkan bebrapa informan untuk 
mendapatkan data yang diinginkan. Kemudian mengindentifikasi 
seluruh data tersebut dan menganalisisnya untuk dijadikan sebuah 
laporan penelitian.  
3. Penulisan laporan  
Dala penulisan laporan penelitian tidak terlepas akan semua 
tahapan penelitian. Penulisan laporan ini berfungsi untuk keperluan 
akademis peneliti. Adapun langkah-langkah dari penulisan laporan 
ada 3 yaitu : menyusun materi data sehingga bahan tersebut dapat 
secepatnya tersedia apabila dikemudian hari akan di perlukan, 
penyusunan kerangka laporan serta penulisan laporan.  
 
43 Moh. Kasiran. Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif. (Yogyakarta : Sukses Offset, 2010). 
H. 284 


































G. Metode pengumpulan data 
Data merupakan entitas dari informasi untuk mendeskripsikan 
suatu peristiwa atau kegiatan lainnya dan juga untuk menguji hipotesa 
yang telah dirumuskan. Pengumpulan data merupakan prosedur yang 
sistematik dengan memperhatikan batas-batas yang telah ditentukan. 
Langkah ini untuk menghindari data yang tidak terpakai karena tidak 
relevannya informasi yang diperoleh dengan keperluan peneliti.  
Dalam penelitian ini metode pengumpulan data ada 3 yaitu   
1. Metode Observasi 
Metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang 
sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.44 Teknik ini 
mempunyai tujuan untuk mengamati dan mencatat dengan seksam 
segala pelaksanaan beberapa kegiatan yang telah dilakukan di 
lokasi penelitian yang berkenaan dengan kegiatan manajemen 
pembiayaan MA Darusslam Deru Bojonegoro. Kemudian data dari 
hasil observasi tersebut akan dijadikan bahan dalam penyusunan 
skripsi.  
2. Metode Wawancara 
Wawancara dalam penelitian bertujuan untuk mengumpulkan 
keterangan untuk kegunaan penelitian hal ini merupakan suatu 
pembantu utama dari metode ataupun tehnik observasi.45 Tehnik 
ini digunakan untuk mewawancarai kepala sekolah dan bendahara 
 
44 Husaini Usman dan Purnomo Setiyaji Akbar, Metodologi Peneliian Sosial, (Jakarta : PT Bumi 
Aksara, 2000), Cet. 3. H. 54 
45 Andi Pratowo, Memahami Metode Penelitian, (Jakarta : Ar-ruzz Media, 2011). H. 35 


































madrasah serta pihak yang dirasa perlu untuk diwawancarai dan 
dimintai informasi yang berkenaan dengan penelitian yang 
dilakukan.  
3. Dokumentasi 
Metode dokumentasi ini merupakan metode yang digunakan 
sebagai penambah informasi data dalam penelitian. Tehnik ini 
bertujuan untuk mendapatkan beberapa data atau dokumentasi 
yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi. Dokumen yang 
dijadikan dapat berupa gambar, tulisan, ataupun karya monumental 
dari seseorang.46 Dalam penelitian ini dokumen yang terkait seperti 
profil madrasah, struktur kepengurusan madrasah, RKAM, maupun 
data yang lain. Selain itu peneliti membutuhkan foto sebagai alat 
hasil dari dokumentasi sebagai keperluan. Foto menghasilkan data 
deskriptif yang cukup berharga dan banyak manfaatnya sebagai 
pelengkap informasi dilapangan.  
H. Tehnik Analisis Data 
Analisis data dari hasil pengumpulan data adalah tahapan yang 
penting. Dalam penyelesaian suatu kegiatan penelitian. Data mentah yang 
diakomodir oleh peneliti lapangan akan berguna setelah dilakukannya 
analisis data, dengan analisis ini data yang dikumpulkan akan nampak 
manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan 
mencapai tujuan akhir penelitian.  
 
46 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan ; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 
(Bandung : Alfabeta, 2007) h. 31 


































Proses analisis dilakukan setelah melalui proses klarifikasi berupa 
pengelompokan data kedalam kelas yang telah ditentukan. Klarifikasi data 
sebgaia awal mengadakan perubahan dari data mentah menuju 
pemanfaatan sehingga dapat terlihat kaitas satu dengan yang lainnya juga 
sebagai awal penafsiran untuk analsis data.47 
Proses analisis data dimulai ketika akan masuk lapangan, sedang 
dilapangan dan susudah selesai mengumpulkan data dilapangan. Dalam 
penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis Miles dan Huberman 
sebagai berikut :48  
1. Reduksi Data 
Reduksi merupakan metode analisis dengan cara merangkum 
hasil data yang diperoleh, mengambil hal-hal yag penting untuk 
dikumpulkan dan difokuskan agar data lebih jelas, dengan 
demikian mempermudah peneliti  dalam mengumpulkan data 
selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.  
2. Penyajian Data 
Setelah data direduksi atau dirangkum dan diambil intisarinya, 
maka proses selnjutnya yaitu penyajian data. Dalam penelitian ini 
data disajikan dalam bentuk teks naratif. Dengan penyajian data 
akan mempermudah memahami apa saja yang terjadi. 
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi  
 
47 P. Joko Subagyo, Metode Penelitian, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2006). H. 105 
48 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung : Alfabet, 2009), h. 246 


































Proses terakhir dalam menganalisis data yaitu dengan 
penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan bagian awal 
masih bersifat sementara, kemudian akan berubah bila tidak 
ditemukannya bukti bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 
penyajian data selanjutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 
disajikan pada tahap pertama, didukung oleh bukti-bukti yang valid 
saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data. Maka 
kesimpulan yang disajikan merupakan kesimpulan yang kredibel. 
I. Keabsahan Data 
Dalam mengecek keabsahan temuan penelitian, peneliti 
menggunakan beberapa tehnik pengecekan yaitu :  
1. Triangulasi 
Triangulasi merupakan tehnik pemeriksaan keabsahan data yang 
memanfaatkan sesuatu diluar data itu untuk keperluan pengecekan 
atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Adapun langkah 
pengujian keabsahan triangulasi ada 3 yaitu :  
a) Triangulasi dengan sumber Paton mengemukakan terdapat 
5 langkah dalam triangulasi sumber yaitu : membandingkan 
data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, 
membandingkan perkataan orang tentang situasi penelitian, 
membandingkan keadaan dan perspektif orang dengan 


































pendapat dan pandangan orang dan membandingkan hasil 
wawancara dengan isi dokumen yang terkait.49  
b) Triangulasi dengan metode menurut Paton terdapat 2 
strategi yaitu pengecekan derajat kepercayaan penemuan 
hasil penelitian beberapa tehnik pengumpulan data dan 
pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber dengan 
metode yang serupa.50  
c) Triangulasi dengan teori menurut Lincoln dan Guba 
berdasarkan anggapan bahwa fakta tertentu tidak dapat 
diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih 
teori. Paton berpendapat bahwa hal tersebut dapat 
dilaksanakan dan dinamakan penjelasan banding. Hal itu 
dapat dilakukan dengan menyertakan usaha pencarian cara 
lainya untuk mengorganisasikan data yang barangkali 
mengarahkan pada upaya penemuan penelitian lainya.51 
 
2. Referensi 
Dalam penelitian ini peneliti menguji keabsahan data dengan 
referensi. Peneliti memperbanyak refrensi yang berasal dari orang 
lain maupun refrensi yeng diperoleh selama penelitian misalnya 
 
49 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2002) h. 
178 
50 Ibid. 178 
51 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta : Prenada Media Group, 2011) h. 258 


































gambar, vidio lapangan rekaman hasil wawancara maupun catatan-
catatan yang diperoleh ketika melakukan penelitian.  
3. Pengecekan Anggota 
Pengecekan dengan anggota yang termasuk dalam proses 
pengumpulan data sangat penting dala pemeriksaan derajat 
kepercayaan. Anggota yang terlibat dimanfaatkan untuk 
memberikan reaksi dari segi pandangan dan situasi mereka sendiri 
terhadap data yang telah diorganisasikan oleh peneliti. 
Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini dapat 
dikelompokkan sebagai berikut: 
Data Rincian data 
1. Manajemen pembiaayaan 
pendidikan melalui program 
bantuan operasional sekolah  di MA 
Darussalam  Deru Bojonegoro 
 
1. Perencanaan pembiayaan madrasah. 
2. Pelaksanaan pembukuan pembiyaan 
madrasah. 
3. Auditing pembiayaan pendidikan 
madrasah 





































A. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 
Gambaran umum yang akan diuraikan berdasarkan hasil penelitian 
meliputi identitas, sejarah, visi dan misi, dan tujuan dari Madrasah Aliyah 
Darussalam. 
 Identitas Madrasah Aliyah Darussalam 
a. Nama Madrasah : Madrasah Aliyah Darussalam 
b. No Statistik Madrasah : 131235220032 
c. Nomor Pokok Sekolah : 20584151 
d. Akreditasi Madrasah :  B 
e. Alama lengkap Madrasah :  Jl. Raya Puk No. 
321Desa/Kecamatan  : Deru/Sumberejo Kabupaten 
Bojonegoro Propinsi Jawa Timur 
f. Nama Kepala Madrasah : Drs. HARTONO 
g. No. Tlp/HP : 
h. Nama Yayasan  : Yayasan pendidikan darussalam 
i. Alamat Yayasan  : Jl. Raya Puk No.231 Desa Deru 
Kecamatan SumberrejoKabupaten Bojonegoro 
j.    No. Telp. Yayasan :



































k. No. Akte Pendirian Yayasan : 251 
l. Kepemilikan tanah : Yayasan 
m. Status tanah  : Milik SendiriLuas tanah 1711 
m2 
n. Status Bangunan : Yayasan 
o. Luas Bangunan : 845 m2 
p. Program Studi : Ilmu Pengetahuan Sosial 
q. Didirikan pada : 1999 
 
 Sejarah singkat Madrasah Aliyah Darussalam 
Pada awalnya di wilayah kecamatan sumberrejo khususnya 
Desa Deru ketika itu masih banyak warga belum mengenal terlalu 
dalam tentang Agama Islam, bahkan masih banyak yang mengadakan 
sesaji atau makanan untuk tempat - tempat yang anker menurut orang 
jawa di katakan Punden.Maka ada seorang Pamong atau Perangkat 
Desa mempunyai Ide untuk mendatangkan seorang alim ulama’ kata 
orang desa kiyai atau ustadz, dan alhamdulillah seorang perangkat 
tersebut mendapatkan seorang kiyai yang jauh dari kabupaten yaitu 
dari kabupaten Pasuruan yang bernama K.M.Zuhri, -+ tahun 1988 M. 
Pada tahun 1989 M. Bapak K.M.Zuhri beserta tokoh - tokoh 
masyarat desa dan sekitar desa mempunyai gagasan untuk mendirikan 
sebuah pondok, ketika itu nama pondoknya bernama Pondok Pesantren 
Darussalam Deru Sumberrejo Bojonegoro. 



































Dan alhamdulillah banyak pemuda desa yang ikut mondok 
bahkan ada yang dari jawa tengah. Kemudian pada tahun 1996 Pondok 
Pesantren Darussalam Deru Terjadi Pembaharuan . Pembaharuan 
tersebut ditandai dengan didirikanya Madrasah Tsanawiyah 
Darussalam (17 Juli 1996) yang melengkapi Pendidikan Madrasah 
Diniyah dan TPQ .dan sejak itulah banyak membutuhkan tenaga guru 
yang profesional untuk menunjang kependidikan, dan membutuhkan 
dana yang lebih besar untuk membangun gedung madrasah, 
Kemudian untuk melengkapi masa kebangkitan tersebut tahun 
1999 didirikan lembaga baru setingkat SLTA , yaitu Madrasah Aliyah 
(MA) Darussalam (15 Juli 1999) Dengan Program Studi Yakni 
Program Study Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) pada tahun 2000.siswa 
yang diambil dari Madrasah Tsanawiyah Darussalam Deru yang sudah 
lulus, ketika itu yang daftar 20 anak, tapi yang sampai lulus 8 anak, 
dan berkembang sampai sekarang. 
 Visi Madrasah Aliyah Darussalam 
“ TERBENTUKNYA SISWA – SISWI UNGGUL, 
BERPRESTASI BERDASARKAN IMAN DAN TAQWA” 
Indikator Visi :  
a. Unggul dalam Pembinaan Agama Islam 
b. Unggul dalam Peningkatan Prestasi UNAS 



































c. Unggul dalam Prestasi dalam Bahasa Arab , Bahasa Inggris 
, Olah Raga , Kesenian 
d. Memiliki lingkungan Madrasah yang aman dan kondusif 
untuk belajar 
e. Mendapatkan kepercayaan dari masyarakat 
 Misi Madrasah Aliyah Darussalam  
a. Menumbuh kembangkan sikap dan amaliyah keagamaan 
islam 
b. Melaksanakan Pembelajaran dan Bimbingan secara efektif, 
sehingga siswa dapat berkembang secara optimal, sesuai 
dengan potensi yang dimiliki. 
c. Menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada 
seluruh warga Madrasah baik dalam prestasi akademik dan 
non akademik. 
d. Menciptakan lingkungan Madrasah yang sehat , bersih dan 
indah 
e. Mendorong dan membantu setiap siswa untuk mengenali 
potensi dirinya sehingga dapat dikembangkan secara lebih 
optimal. 
f. Menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan 
seluruh warga Madrasah dan Komite Madrasah. 
g. Melaksanakan supervisi, bimbingan dan kontrol terhadap 
kinerja tenaga pendidik dan kependidikan 



































h. Menjalin kerja sama dengan komite madrasah untuk 
mendukung program madrasah 
i. Melaksanakan evaluasi belajar secara berkala , terencana , 
efektif.  




































STRUKTUR ORGANISASI MADRASAH ALIYAH 















Wali Kelas 11 A 
 Hajar Muslih,SE 
Wali Kelas 11 B 
Wali Kelas 11 C 
Wali Kelas 11 D 
Wali Kelas 10 A 
Eko Heru A. SE 
Wali Kelas 10 B 
Wali Kelas 10 C 
Wali Kelas 10 D 
Wali Kelas 12 A 
Matoha, S.Pd 
Wali Kelas 12 B 
Wali Kelas 12 C 




Bendahara madrasah  






K e p a l a  M a d r a s a h  































































Uraian Siswa & Rombel 






1. Siswa Baru Tingkat 10 (Awal 
TP) 
8 7     
2. 
Siswa Naik dari 
Tingkat Sebelumnya 
  
17 16 28 18 
3. Siswa Pengulang 0 0 0 0 0 0 
4. Siswa Pindah Masuk 0 3 0 2 0 0 
5. Siswa Pindah Keluar 0 0 2 0 1 3 
6. Siswa Drop-out Keluar 0 0 0 0 0 0 
7. Siswa Drop-out Kembali 0 0 0 0 0 0 
8. 
Jumlah Siswa pada 
Semester Genap 
8 7 17 16 28 18 
9. Jumlah Rombel 1 1 2 
 





Jumlah Ruang Menurut Kondisi (Unit) 
Baik Rusak Ringan Rusak Berat 
1. Ruang Kelas 4 2 0 
2. Ruang Kepala Madrasah 1 0 0 
3. Ruang Guru 1 0 0 
4. Ruang Tata Usaha 1 0 0 
5. Laboratorium Fisika 0 0 0 
6. Laboratorium Kimia 0 0 0 
7. Laboratorium Biologi 0 0 0 
8. Laboratorium Komputer 0 1 0 



































9. Laboratorium Bahasa 0 1 0 
10. Ruang Perpustakaan 1 0 0 
11. Ruang Usaha Kesehatan Sekolah 
(UKS) 
0 1 0 
12. Ruang Keterampilan 0 0 0 
13. Ruang Kesenian 0 0 0 
14. Toilet Guru 1 0 0 
15. Toilet Siswa 2 1 0 
16. Ruang Bimbingan Konseling (BK) 1 0 0 
17. Gedung Serba Guna (Aula) 0 0 0 
18. Ruang OSIS 0 1 0 
19. Ruang Pramuka 0 0 0 
20. Masjid/Musholla 1 0 0 
21. Gedung/Ruang Olahraga 0 0 0 
22. Rumah Dinas Guru 0 0 0 
23. Kamar Asrama Siswa (Putra) 0 0 0 
24. Kamar Asrama Siswi (Putri) 0 0 0 
25. Pos Satpam 0 0 0 











































9 Ruang Ketrampilan 0 0 0 0 0 Tahun 
10 Ruang Kesenian 0 0 0 0 0 Tahun 
11 Ruang BP/BK 0 0 1 1 1 Tahun 
12 Ruang UKS 0 0 1 1 12 Tahun 
13 Ruang Koprasi 0 0 1 1 6 Tahun 
14 Ruang Aula 0 0 0 0 0 Tahun 
15 Masjid / Musholah 1 0 0 1 27 Tahun 
16 Rumah Dinas 0 0 0 0 0 Tahun 
17 Ruang Kantin 0 0 1 1 8 Tahun 
18 WC Guru 0 0 1 1 7 Tahun 















1 Ruang Kelas 3 3 0 6 10 Tahun 
2 Ruang Kep. Madrasah 0 1 0 1 5 Tahun 
3 Ruang Guru 1 0 0 1 7 Tahun 
4 
Ruang Tata Usaha / 
TU 
1 0 0 1 16 Tahun 
5 Ruang Lab. IPA 0 0 0 0 0 Tahun 
6 Ruang Lab Komputer 0 1 0 1 7 Tahun 
7 Ruang Lab Bahasa 0 0 0 0 0 Tahun 
8 Ruang Perpustakaan 0 0 1 1 8 Tahun 



































 Tujuan Madrasah Aliyah Darussalam 
a. Tercapainya implementasi Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan (KTSP), Standar Isi dan sistem penilaian berbasis 
kompetensi (KSPBK) dan life skill. 
b. Tercapainya implementasi Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan (KTSP), dengan memadukan antara Kurikulum 2006 
dan Kurikulum 2013. 
c. Tercapainya model pembelajaran outdoor. 
d. Tercapainya peningkatan rata-rata nilai rapor kelas X, XI, dan 
XII. 
e. Tercapainya peningkatan kemampuan komunikasi secara efektif 
di kalangan civitas akademik. 
f. Tercapainya peningkatan keterampilan menggunakan media 
TIK. 
g. Tercapainya peningkatan kemampuan guru menyusun RPP dan 
alat penilaian autentik. 
h. Tercapainya peningkatan keterampilan menggunakan peralatan 
laboratorium. 
i. Tercapainya peningkatan perolehan rata-rata nilai rapor dan rata-
rata nilai ujian nasional. 
j. Tercapainya peningkatan jumlah lulusan yang diterima di 
perguruan tinggi negeri. 
k. Tercapainya peningkatan jumlah lulusan yang diterima 



































diperguruan tinggi luar negeri. 
l. Tercapainya peningkatan kedisiplinan dan ketertiban siswa 
dalam mewujudkan program kesiapsiagaan. 
m. Tercapainya peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas/sarana 
dilingkungan sekolah berstandar internasional. 
n. Tercapainya peningkatan jumlah lulusan yang diterima di 
perguruan tinggi negeri melalui jalur SNMPTN, SBMPTN, dan 
Jalur Mandiri 
o. Tercapainya pengingkatan lulusan yang memiliki dobel sertifikat 
( Nasional dan Internasional) 
p. Tercapainya internalisasi budaya tatakrama kepada warga 
madrasah khususnya siswa. 
q. Tercapainya peningkatan kerjasama dengan orang tua, 
masyarakat sekitar, dan institusi lain. 
r. Tercapainya pengembangan kreatifitas dan kualitas siswa dalam 
bidang penelitian ilmiah remaja, olimpiade mapel, seni, 
olahraga, sosial, dan agama. 
s. Terwujudnya lulusan yang ber-IMTAQ, menguasai IPTEK, 
mampu bersaing di era global. 
t. Terbentuknya pengembangan potensi kepemimpinan siswa. 
u. Tercapainya peningkatan kegiatan 7 K (keamanan, ketertiban, 
kedisiplinan, kekeluargaan, kerindangan, kebersihan dan 
kesehatan). 



































v. Terlaksananya pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, 
menyenangkan, dan bermakna yang dikembangkan berdasarkan 
multiple intelegensi dengan berbasis TIK. 
w. Terwujudnya budaya belajar, membaca dan menulis. 
x. Tercapainya peningkatan layanan Program Akselerasi 
y. Terwujudnya budaya jujur, ikhlas, sapa, senyum, santun. 
z. Terciptanya budaya disiplin, demokratis, dan beretos kerja.52 
B. Temuan penelitian 
Pada bagian ini peneliti  akan mendeskripsikan temuan-temuan 
hasil penelitian yang merupakan uraian dari  fokus penelitian yang peneliti 
angakat yaitu mengenai manajemen pembiayaan pendidikan melalui 
program batuan operasional sekolah di MA Darussalam Deru Bojonegoro. 
  Perencanaan Pembiayaan Pendidikan Melalui Program 
BOS Di Madrasah Aliyah Darusslam Deru Bojonegoro 
Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan, dapat 
dideskripsikan bahwa perencanaan pembiayaan pendidikan  
bagi sebuah lembaga merupakan sebuah keniscayaan yang 
semestinya dipersiapkan, sehingga tujuan dan program 
madrasah pada tahun-tahun berikutnya akan lebih mudah dan 




52 Wawancara, Kepala MA Darusslam Bojonegoro, 24 april 2020 



































Dalam hal Perencanaan pembiayaan MA Darusslama 
Deru memiliki Bendahara madrsah yakni ibu Heni Astuti yang 
memiliki wewenang untuk mengatur pembiayaan di madrasah 
dan dibantu oleh kepala madrasah, kepala tata usaha, dan 
komite. Berikut hasil wawancara dengan bendahara madrasah, 
kepala madrasah, dan kepala tata usaha, komite.53 
Setiap awal tahun ajaran baru kami selaku tenaga 
pendidik dan tenaga kependidikan MA Daruslam Deru 
Bojonegoro, melakukan rapat tahunan rencana anggran 
madrasah, sebelum kami melakukan rapat kami terlebih 
mempersiapakan diri dan menyiapkan berkas untuk rapat 
penetuan rencana kegiatan dan anggran madrasah.54 
Yang berwenang mengatur uang atau dana dari 
pemerintah adalah bendahara madrasah, yakni saya sendiri. 
Saya pun dibantu oleh kepala madrasah, kepala tata usaha, 
komite. Dalam mengelolanya  setiap sebelum kegitan belajar 
mengjar dimulai kami melakukan rapat tahunan guna membuat 
rencana kegitan dan anggran madrasah.55 
Bagi kami dalam merencanakan pembiayaan 
pendidikan madrasah kami terlebih  dahulu melakukan rapat 
tahuanan untuk menrencanakan kegiatan dan anggran madrasah 
kami RKAM , dengan mengacu pada delapan standar nasional 
 
53  Wawancara, kepala MA Darusslam Deru Bojonegoro, 25 April 2020 
54  Wawancara,  kepala MA Darusslam Bojonegoro, 25 April 2020 
55  wawancara, bendahara MA Darusslam Bojonegoro, 25 April 2020 



































pendidikan (SNP), melakukan rapat di ruang madrasah, dalam 
rapat ini kami punya sekala prioritas dalam mendahuukan 
program- program yang dirasa urgent56 
Dalam hal penentuan perencanaan kegiatan madrasah 
saya selaku komite MA Darusslam Deru bojonegoro ikut 
terlibat dalam menentukan rencana kegiatan madrasah 
(RKAM), yang berada dikantor madrasah.57 
Data tersebut diperkuat dengan data dokumentasi alur 
perencannan pembiyaan pendidikan di MA Darusslam Deru 














56  Wawancara,  kepala tata usaha MA Darusslam Bojonegoro 25 april 2020 
57  Wawancara,  kepala komite MA Darusslam Bojonegoro 24 April 2020 























































✓ Dilakukan awal 
tahun anggaran 
✓ Kepala madrasah, 
bendahara, tata 
usaha, komite,  
✓ Bertempat di 
kantor madrasah 




✓ Kepala madrasah 
✓ Bendahara 
✓ Komite 
✓ Tata usaha 
✓ Bertempat di 
kantor madrasah 
 
✓ Kepala madrasah 
✓ Bendahara 
✓ Komite 





                                 Gambar 4.1 perencanaan anggaran madrasah  MA darusslam Deru  
 



































Dari Paparan diatas di atas dapat dilihat perencanaan pembiayaan 
di MA Darussalam Bojonegoro dilakukan dengan empat tahapan yakni 1) 
tahap perencanaan anggaran, 2) tahap sumber dana, 3) tahap penyusunan 
RKAM, dan 4) tahap pengesahan anggaran. 
a. Perencanaan Anggaran 
 
Perencanaan pembiayaan di MA Darusslam Deru. Kami  
terlebih dahulu melakukan rencana penyusunan anggaran sesuai 
skala prioritas yang diutamakan, kemudian menentukan jumlah 
dana yang dibutuhkan, yang kemudian akan di bagi ke dalam 8 
komponen pendidikan dalam kurun waktu 1 tahun. Pembagian ke 8 
komponen itu adalah standar kelulusan, standar isi, satandar proses, 
standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, 
standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar 
pembiayaan. Dari ke delapan standar tersebut nantinya akan di bagi 
tiap biaya sesuai dengan kebutuhan yang di prioritaskan terlebih 
dahulu.58  
Perencanaan pembiyaann pendidikan dimadrasah ini 
dilakukan setiap tahun ajaran baru. Kalau mau mencairkan dana 
dari BOS, suruh buat permohonan jadi namanya RKAM (Rencana 
Kegiatan Anggaran Madrasah). Kalau sekarang BOS itu dicairkan 
setiap 6 bulan seumpamanya Januari-Juli berarti Januari itu pihak 
Madrasah sudah membuat anggaran untuk RKAM selama 1 tahun. 
Jadi modelnya tahun ajarannya adalah Januari kalau tahun ajaran 
kurikulum. Kalau keuangan anggarannya Januari-Juni dan Juli- 
Desember.59 
 
58 Wawancara, Bendahara MA Darusslam Bojonegoro, 25 April 2020 
59 Wawancara,  Kepala MA Darusslam Bojonegoro ,  25 April 2020 




































Hal ini sesuai apa yang disampaikan oleh Bu Heni 
bendahara MA Darusslam Bojonegoro menyatakan bahwa 
perencanaan diserahkan sepenuhnya ke pihak madrasah, setelah 
dibuat perencanaan ada rapat RKAM (Rencana Kerja Anggaran 
Madrasah). Di dalam rapat itu nanti kepala madrasah, bendahara 
madrasah, tata usaha, komite melakukan rapat tahunan membuat 
perencanaan, nanti dilaporkan isi dari perencanaan yang telah 
dibuat selama 1 tahun kedepan dan setelah disepakati oleh semua 
pihak yang terlibat dalam rapat RKAM langkah selanjutnya yaitu 
akan diagendakan ke yayasan. Pembuatan perencanaannya di awal 
tahun keuangan yaitu bulan Januari.60 
Dapat disimpulkan bawah Perencanaan pembiayaan 
pendidikan melalui Dana BOS di MA Darussalam Deru 
Bojonegoro  melibatkan kepala madrasah, bendahara, tata usaha, 
komite untuk bersama-sama melakukan penyusunan penetapan 
anggaran sesuai dengan bagiannya masing-masing. Dengan 
memperhatikan hal apa saja yang diutamakan dalam setiap 
kebutuhan program yang akan dikelola.  
b. Sumber Dana MA Darusslam Deru Bojonegoro 
 
Adapun sumber dana yang diperoleh MA Darusslam Deru 





60 Wawancara, Bendahara MA Darusslam Bojonegoro , 25 April 2020 
61 Wawancara, Bendahara MA Darusslam Bojonegoro , 26 april 2020  



































c. Penyusunan  RKAM MA Darusslam Deru Bojonegoro 
 
Penyusunan RKAM di MA Darusslam Deru Bojonegoro 
yaitu melibatkan kepala madrasah, bendahara, kepala tata usha, 
komite. Saya selaku bendahara yang berwenang mecatatat dalam 
proses penginputan dana per item ke dalam bentuk format dari 
kemendagri untuk penyususnan rencana kegiatan dan angran 
madrasah RKAM, dalam kegiatan biaya operasional sekolah, pihak 
MA Darusslam Deru Bojonegoro  menggunakan dana yang 
bersumber dari pemerintah yaitu BOS. Dana tersebut digunakan 
untuk memenuhi kebutuhan operasional madrasah.62  
Format yang kami gunakan untuk menyusun rencana 
kegiatan dan anggran madrasah  (RKAM) meliputi : 1) sumber 
pendapatan dari dana BOS, 2) pengeluaran untuk kegiatan 
pembelajaran, pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana, 
pembangunan gedung dan sumber belajar, serta honor dan 
kesejahteraan. Penganggaran yang bersifat rencana dan dibuat oleh 
pihak-pihak yang berkepentingan dalam memajukan lembaga 
pendidikan, karena setiap lembaga pendidikan sangat memerlukan 
anggaran untuk menunjang kegiatannya, apalagi madrasah swasta, 
maka anggaran harus disusun dan digunakan secara baik dan terarah 
dan terukur.63 Kemudian dalam pembiayaan operasional madrasah, 





  62 wawancara,  Bendahara MA Darusslam Bojonegoro, 26 april 2020 
  63 wawancara, Bendahara MA Darusslam Bojonegoro, 26 April 2020 



































Berikut data dokumentasi RKAM yang penulis peroleh. 
Tabel rencana kegiatan dan anggaran madrasah (RKAM) tahun 
anggaran 2020 di MA Darussalam Deru Bojonegoro:64 
 
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN MADRASAH (RKAM) 
TAHUN ANGGARAN 2020 
 
Nama Madrasah  : Madrasah Aliyah Darussalam Deru 
Desa/ Kecamatan : Deru/Sumberrejo 
Kabupaten/Kota : BOJONEGORO 






                                        Jumlah 








1 2 3 4 5 6 
1 I  SUMBER DANA/PENDAPATAN    
   Dana BOS 141,000,000 70,500,000 70,500,000 
   Dana BOS Tambahan    
2 I
I 
 PENGELUARAN/PROGRAM MADRASAH    
 1  Standar Kompetensi Lulusan    
 1.1  Kegiatan Evaluasi Pembelajaran 2,400,000 1,200,000 1,200,000 
 1.2  Pelaksanaan Ulangan/Ujian 9,000,000 3,500,000 5,500,000 
 1.3  Penyusunan Kreteria Kelulusan 500,000 250,000 250,000 
 2  Standar Isi    
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 2.1  Pengelolaan Kurikulum 2013 1,500,000  1,500,000 
 2.2  Pengembangan Perpustakaan 1,000,000 500,000 500,000 
 2.3  Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan 
Kurikulum 2013 
1,000,000 500,000 500,000 
 3  Standar Proses    
 3.1  Penerimaan Peserta Didik Baru 3,500,000  3,500,000 
 3.2  Pengadaan bahan habis pakai Praktikum 
Pembelajaran 
2,400,000 1,200,000 1,200,000 
 3.3  Pengadaan Buku Pelajaran / Buku Penunjang 
Pelajaran/Buku Bacaan 
4,000,000 2,000,000 2,000,000 
 3.4  Pengelolaan kegiatan belajar mengajar 3,000,000 1,500,000 1,500,000 
 3.5  pengelolaan program Ekstrakulikuler 1,000,000 500,000 500,000 
 3.6  Pengelolaan Program kesiswaan 1,000,000 500,000 500,000 
 3.7  Pengembangan Ketrampilan Siswa 0   
 3.8  Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan 
Proses Pembelajaran 
1,000,000 500,000 500,000 
 3.9  Peningkatan mutu Proses Pembelajaran 1,000,000 500,000 500,000 
 3.10  Penyelenggaraan Kegiatan Pembinaan Siswa / 
Ekstrakulikuler dan Intrakulikuler 
3,000,000 1,500,000 1,500,000 
 4  Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan    
 4.1  Pelatihan Laboran 1,000,000 500,000 500,000 
 4.2  Pelatihan Pustakawan 1,000,000 500,000 500,000 
 4.3  Pembinaan dan peningkatan kualitas pendidik 3,000,000 1,500,000 1,500,000 
 4.4  Pembinaan dan peningkatan kualitas tenaga 
kependidikan 
1,000,000 500,000 500,000 
 4.5  Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan 
serta pengembangan Manajemen M 
3,000,000 1,500,000 1,500,000 
 5  Standar Sarana dan Prasarana    
 5.1  Pembelian Alat Mutli media pembelajaran    
 5.2  Pembelian dan perawatan perangkat komputer 3,000,000 1,500,000 1,500,000 
 5.3  Pemeliharaan dan Perawatan sarana dan 
Prasarana Pembelajaran Madrasah 
1,500,000 1,500,000  
 5.4  Pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana 450,000  450,000 



































pendukung satuan pendidikan 
 5.5  Pemeliharaan dan perbaikan Gedung Ruang 
Fasilitas Lainya 
1,500,000 1,500,000  
 5.6  Pemeliharaan dan perbaikan gedung kelas 3,000,000 1,500,000 1,500,000 
 5.7  Perawatan Alat Multi Media Pembelajaran 1,350,000 1,350,000  
 5.8  Perawatan madrasah/rehab ringan dan sanitasi 
madrasah 
   
 6  Standar Pengelolaan    
 6.1  Kegiatan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi 1,000,000 500,000 500,000 
 6.2  Pengelolaan Perkantoran 2,100,000 2,100,000  
 7  Standar Pembiayaan Pendidikan    
 7.1  Biaya Penyusunan dan Pelaporan 3,000,000 1,500,000 1,500,000 
 7.2  Membantu Peserta didik miskin    
 7.3  Pembelian bahan habis pakai 6,500,000 3,000,000 3,500,000 
 7.4  Rumah tangga Madrasah    
 8  Standar Penilaian Pendidikan    
 8.1  Pelaksanaan Penilaian Ulangan/Ujian 8,500,000 5,000,000 3,500,000 
3 III  BELANJA LAINNYA    
 1  BELANJA PEGAWAI    
 1.1  Belanja Honor GTT 56,400,000 28,200,000 28,200,000 
 1.2  Belanja Honor PTT/Operator Madrasah    
 1.3  Belanja HR Panitia UN    
 2  BELANJA DAYA DAN JASA    
 2.1  Langganan Internet Madrasah 8,400,000 4,200,000 4,200,000 





Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa operasional pembiayaan MA 
Darussalam Deru Bojonegoro dalam 1 tahun dikeluarkan sebanyak 2 kali. 
Pembagian operasionalnya mengacu kepada 8 standar pendidikan, yang masing-



































masing standar diuraikan kembali sesuai dengan kebutuhan biaya yang akan 
dikeluarkan. Pertama, standar kelulusan terdapat 3 program kegiatan utama yang 
membutuhkan biaya yakni kegiatan evaluasi pembelajaran, pelaksanan ujuan dan 
penyusunan kriteria kelulusan. Kedua, standar isi terdapat tiga program utama 
yakni pengelolaan kurikulum 2013, pengembangan perpustakaan, pengawasan 
dan pengendalian kurikulum 2013. Ketiga, standar proses terdapat sepuluh 
program kegiatan yaitu kegiatan perlombaan sekolah, penerimaan peserta didik 
baru, pengadaan buku pelajaran/buku penerimaan peserta didik pengadaan bahan 
habis pakai praktikum, pengadaan buku pelajaran, penunjang pelajaran/buku 
bacaan, pengelolaan kegitan belajar mengajar, pengelolaan program ekstra 
kurikuler, pengelolan program kesiswaan, pengembangan keterampilan 
siswa,pengendalian dan pengawasan pelaksanaan proses pembelajaran, 
peningkatan mutu proses pembelajaran, penyelenggaraan kegiatan pembinaan 
siswa ekstrakurikuler dan intrakurikuler. Keempat, standar pendidik dan tenaga 
kependidikan mempunyai lima pelatihan laboran, pelatihan pustakawan, 
pelatihan dan peningkatan kualitas pendidik, pembinaan dan peningkatan 
kualitas tenaga kependidikan, pengembangan profesi guru dan tenaga 
kependidikan serta manajmen madrasah.  
Kelima, standar sarana dan prasarana mempunyai program pembelian 
alat multimedia pembelajaran, pembelian dan perawatan perangkat komputer, 
pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana pembelajaran madrasah, 
pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana pendukung satuan pendidikan, 
pemeliharaan dan perbaikan gedung, perawatan alat multimedia pembelajaran, 
perawatan madrasah /rehab ringan dan sanitasi madrasah kelas. Keenem, standar 
pengelolaan mempunyai program kegitan supervisi, monitoring, dan evaluasi 
dan pengelolaan perkantoran. Ketuju, standar pembiayaan yang mempunyai 
program utama yakni biaya penyusunan dan pelaporan, membantu peserta didik 



































miskin, pemebelian bahan habis pakai. Kedelapan standar penilaian pendidikan 
dengan program yaitu, pelaksanaan ujian. Jadi rencana kegitan dan anggaran 
madrasah RKAM MA Darusslam Deru Bojonegoro jumlah 141. 000,000 
rencana anggarannya  diperoleh dari sumber dana BOS.65  
 
d. Pengesahan Anggaran 
 
Dalam Pengesahan anggaran MA Darusslam Deru 
Bojonegoro disahkan oleh kepala mdrasah dengan menandatangani 
hasil akhir dari rencana anggaran, kemudian diketahui oleh 
bendahara madrasah, tata usha serta komite madrasah66, anggaran 
ini sifatnya masih rencana dan menyangkut keperluan proses 
kegiatan pendidikan, maka anggaran baru sah bila mendapat 
pengesahan dari komite madrasah. 
Dapat disimpulkan bahwa proses prencanaan pembiayaan 
pendidikan yang dilakukan oleh MA Darusslam Deru meliputi 
empat langkah dalam sistem perencanannya pertama menentukan 
rencana anggaran, kedua menentukan sumber dana, ketiga 







65 Wawancara , Bendahara MA Darussalam Bojonegoro, 26 April 2020 
66 Wawancara,  Komite MA Darussalam Bojonegoro,   27 april 2020 
 



































 Pelaksanaan Pembukuan Pembiayaan Pendidikan Melalui program 
BOS Di Madrasah Aliyah Deru Bojonegoro 
Sebagaimana dikenal pada umumnya, bahwa accounting 
merupakan pembukuan atas segala jenis keuangan yang ada pada sebuah 
lembaga. Demikian halnya yang dijalankan oleh MA Darusslam Deru 
Bojonegoro dalam rangka  memiliki  manajmen keuangan yang baik, 
maka disusunlah pembukuan keuangan yang sistematis. Berikut hasil 
wawancara dengan kepala madrasah:  
Apabila perencanaan pembiayaan MA Darussalam Bojonegoro 
selesai dan disetujui oleh semua pihak yang terlibat, maka selanjutnya 
adalah pelaksanaan /pembukuan terhadap perencanaan yang telah dibuat. 
Dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan di MA Darusslam 
Bojonegoro, bendahara bertugas sebagai pengatur apabila ada dana yang 
masuk. Bendahara tersebut bertugas melakukan pembukuan terhadap 
penerimaan dan pengeluaran dana MA. Selain itu, bendahara juga 
mengatur pengeluaran dana yang dialokasikan dalam kegiatan. Apabila 
ada pengeluaran dana, bendahara bertugas untuk menemui Kepala 
Madrasah untuk menyetujui pengeluaran tersebut.67 
Hal ini diperkuat oleh Bapak Hartono dalam hal ini Bendahara 
madrasah bertanggung jawab sebagai pelaksana dalam mengefektifkan 
pembuatan anggaran belanja di Madrasah. Kegiatan untuk membuat 
anggaran belanja bukanlah suatu pekerjaan rutin, melainkan melibatkan 
pertimbangan-pertimbangan serta maksud daripada program pendidikan. 
Anggaran dasar koordinasi pelaksanaan dan pengendalian adalah semua 
hal yang berkaitan dengan lalu lintas dana, baik dana yang masuk maupun 
keluar harus di dasarkan pada bukti yang kuat, perintah tertulis dan 
rekapan pertanggungjawaban atas anggaran yang sudah dilaksanakan, 
 
67 Wawancara, Kepala MA Darusslam Bojonegoro, 28 April 2020 



































dalam bentuk LPJ (laporan Pertanggungjawaban) serta lampiran (Bukti 
transaksi) akan menjadi pijakan untuk melakukan audit.68  
Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bu Heni, di 
dalam format anggaran terdiri dari dua sisi yaitu sisi penerimaan dan sisi 
pengeluaran. Sisi penerimaan biaya ditentukan oleh besarnya dana yang 
diterima oleh lembaga dari setiap sumber dana. Kemudian sisi 
pengeluaran terdiri dari alokasi besarnya biaya pendidikan untuk setiap 
komponen yang harus dibiayai. Dari seluruh penerimaan biaya, sebagian 
dipergunakan untuk membiayai kegiatan administrasi. Anggaran disini 
sebagai alat perencana dan pengendalian juga merupakan alat bantu bagi 
manajemen dalam mengarahkan suatu lembaga menempatkan organisasi 
dalam posisi yang kuat atau lemah. Oleh karena itu anggaran juga dapat 
berfungsi sebagai alat atau tolok ukur keberhasilan suatu organisasi dalam 
mencapai sasaran yang telah ditetapkan.69 
Pembukuan pembiayaan pendidikan di MA Darusslam Deru Bu 
Heni Astuti selaku bendahara MA Darusslam yang bertanggung jawab 
dalam hal pembukuan keuangan madrasah yakni, penerimaan dan 
pengeluran  keungan madrasah, meliputi dana dari pemerintah yakni BOS 
, dan uang tersebut disimpan di bank.70Data tersebut diperkuat oleh kepala 
madrasah, jadi dalam hal pembukuan keuangan madrasah bendahara 
madarsah yakni bu Heni Astuti lah  yang mengetahui masuk keluarnya 
keuangan madrasah, dan saya selaku kepala madrasah hanya ikut 
merencanakan kegiatan dan angraran madrasah, dan mengwasinya, dan 




68 Wawancara, Kepala MA Darusslam Bojonegoro, 28 April 2020 
69 Wawancara, Bendahara MA Darusslam Bojonegoro, 28 April 2020 
70 Wawancara, Bendahara MA Darusslam Bojonegoro, 28 April 2020 
71 Wawancara, Bendahara MA Darusslam Bojonegoro, 28 April 2020 



































1. Penerimaan dana pendidikan. 
Penerimaan dana pendidikan di MA Darussalam bersumber dari 
pemerinntah yaitu BOS. Dalam pembukuan penerimaan dana madrasah 
dilakukan oleh bendahara madrasah yakni bapak Koko Jatmiko dengan 
pencatatan terhadap setiap dana yang masuk dalam buku harian, buku ini 
berisi nama pendapatan dana, uang yang masuk dalam buku harian 
kemudian ditulis lagi dalam buku rekab pada setiap harinya, lalu 
dikumpulkan dijumlahkan dalam buku rekab untuk mengetahui besarnya 
uang yang masuk pada setiap harinya dan pada akhirnya setiap 
bulannya.72 
2. Pengeluaran dana pendidikan 
Setiap permintaan untuk pengeluaran dana pendidikan untuk 
berbagai kebutuhan madrasah harus mengkonfirmasi kepada kepala 
madrasah. Setelah kepala madrasah memberikan persetujuan untuk 
meberikan dana, maka permintaan ditunjukan kepada bendahara dengan 
membawa bukti lembaran yang berisi nominal serta pengunaan dana yang 
ditandatangani langsung oleh kepala madrasah 
(a) Bendahara kemudian menghubungi ke bendahara komite untuk pengambilan 
nominal dana yang telah disetujui oleh kepala madrasah. 
(b) Setelah dana keluar dan digunakan untuk pembelanjaan harus disertai dengan 
kwitansi pembayaran pembelanjaan. 
(c) Setelah pencatatan kedalam buku pengeluaran dana bendahara memberitahukan 
kepada kepala madrasah.73 
Berikut  dokumentasi alur pembukuan pembiyaan pendidkan yang 
peneliti peroleh. 
 
72 Wawancara, Bendahara MA Darusslam Bojonegoro, 28 April 2020 
73 Wawancara, Bendahara MA Darusslam Bojonegoro, 28 April 2020 
 

















































1. BOS  
 
Biaya operasional 
 Biaya Investasi 
 
 
1. Standar lulusan 
2. Standar isi 
3. Standar proses 
4. Standar penilaian 
5. Standar pendidik 
dan kependidikan 
6. Standar sarpras 
7. Standar pengelolaan 




1. Model fishbone 
 
 





4. Buku pembantu kas 
5. Buku
pemasukan internal 
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Gambar 4.2 alur pembukuan pembiayaan pendidikan di MA Darussalam Bojonegoro 
 



































Dari gambar di atas dapat dijelaskan alur pembukuan keuangan yang 
dilakukan MA Darusslam Deru dibagi dalam dua kegiatan yaitu penerimaan 
dan pengeluaran dana. Bendahara madrasah dalam penerimaan dan 
pengeluaran dana adalah bendahara madrasah dengan persetujuan kepala 
madrasah dan komite madrasah. Kegiatan penerimaan dan pengeluaran dana 
tersebut diuraikan sebagai berikut:74 
1. Penerimaan Dana 
 
Sebagai langkah awal dalam menentukan pembukuan yang 
sistematis, maka pendataan dan pelaporan pelaksanaan keuangan MA 
Darusslam Deru mempunyai beberapa tahapan, berikut hasil wawancara 
dengan bendahara madrasah : 
 jadi dalam hal penerimanan dana madrasah  MA Darusslam Deru 
Bojonegoro mempunyai beberapa tahapan meliputi: 1) Mengidentifikasi dan 
mengukur data keuangan, yakni mencatat segala bentuk transaksi keuangan 
secara kronologis dan sistematis selama satu periode dalam buku jurnal. 
Pengukuran dengan menggunakan pengeluaran satuan mata uang; 2) 
Memproses data keuangan, yaitu pencatatan, pengelompokkan, dan 
pengikhtisaran yang mencakup kegiatan ini adalah pencatatan transaksi 
seluruh data yang dikumpulkan secara kronologis kemudian digolongkan 
kedalam kategorinya dan disajikan secara ringkas; 3) Pelaporan data 
keuangan, merupakan suatu kegiatan yang oleh  lembaga madrasah ini 
dilakukan yang dilakukan oleh lembaga madrasah secara berkala dan 
 
74 Wawancara, bendahara  MA Darussalam Bojonegoro, 28 April 2020 



































sistematis kepada pihak internal dan eksternal yang terkait langsung dengan 
madrasah. Diantaranya pelaporan kepada dewan guru, komite, dan 
pemerintah yakni pelaporan kepada kementrian agama kabupaten 
Bojonegoro.75 
Penerimaan biaya di MA Darusslam Deru Bojonegoro berasal dari 
pendapatan  rutin. Pendapatan  rutin berasal dari bantuan pemerintah seperti 
BOS. Proses penerimaan keuangan tergolong panjang melalui persetujuan 
antara lain dari pengawas keuangan, bendahara, pembantu direktur 
keuangan melalui kwitansi berita acara biasanya penerimaan berasal dari 
siswa penerimaan keuangan diterima oleh tata usaha bidang keuangan, 
sedangkan penerimaan keuangan yang berasal dari pemerintah  diterima 
langsung pada bendahara. Biasanya uang yang telah diterima langsung 
disimpan dalam bank demi keamanan.76 
a. Pengeluaran Dana 
 
Sebagaimana digambarkan dalam peta konsep bahwa pengeluaran 
dana di MA Darusslam Deru Bojonegoro tersebut dibagi menjadi dua yaitu 
biaya operasional dan biaya investasi. Biaya operasional menggunakan dana 




75 Wawancara,  bendahara MA Darusslam bojonegoro, 29 April 2020 
76 Wawancara,  bendahara MA Darusslam bojonegoro, 29 April 2020 
77 Wawancara,  bendahara MA Darusslam bojonegoro, 29 April 2020 
 



































Pelaksanaan pembukuan keuangan di MA Darusalam Deru 
Bojonegoro menggunakan pembukuan dengan menggunakan buku kas 
umum, buku pembantu pajak, buku pembantu bank, buku pembantu kas, 
buku pemasukan internal, dan buku pengeluaran internal. 
Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam proses 
pembukuan yang dilakukan oleh MA Darusalam Deru Bojonegoro 
menggunakan dua jenis kegiatan yaitu penerimaan dana dan pengeluaran 
dana. Penerimaan dana berasal dari pendapatan  rutin. Sedangkan 
pengeluaran dana digunakan untuk biaya operasional madrasah yang 
bersumber dari BOS , dan biaya investasi berupa sarana dan prasarana. 
Kemudian model pembukuan yang dipakai yaitu model fishbone dengan 
mengelompokkan delapan standar nasional pendidikan. Sementara untuk 
jenis buku yang digunakan yaitu berupa buku kas umum, buku pembantu 
pajak, buku pembantu bank, buku pembantu kas, buku pemasukan internal, 








78 Wawancara, bendahara MA Darusslam Bojonegoro, 30 April 2020 



































 Auditing Pembiayaan Pendidikan Melalui Program BOS Di Madrasah 
Aliyah Darussalam Deru Bojonegoro 
 
Pelaksanaan pengukuran hasil kerja (auditing) pada MA Darussalam 
Deru Bojonegoro, berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara 
madrasah yakni: 
Auditing pembiayaan pendidikan di MA Darusslam Deru Bojonegoro 
dilaksanakan setelah seluruh penggunaan keuangan tiap bidang-bidang 
yang ditentukan secara berkala dilaporkan kepada bendahara madrasah. 
Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, triwulan dan tahunan setiap 
pengeluaran baik yang diperuntukkan post internal maupun post eksternal 
dilaporkan kepada bendahara, kemudian bendahara melakukan pendataan 
seluruh pengeluaran serta meminta bukti pengeluaran berupa nota atau 
kuitansi dari para pengguna anggaran. Berikut data dokumentasi alur 
pengawasan yang penulis perolah dalam  pemeriksaan dan pertanggung 









79 Wawancara, bendahara MA Darusslam Bojonegoro, 30 april 2020 


























































Gambar 4.3  auditing /Pengawasan Pembiayaan MA Darusslam Deru Bojonegoro 
 
Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa di MA Darusslam Deru 
Bojonegoro proses pengawasannya dilakukan dari dua arah yaitu dari internal 
dan ekternal.Walaupun lembaga ini tanahnya atas nama yayasan, tetapi untuk 
keuangan madrsah yayasan tidak mengikuti dalam kegiatan auditing. Berikut 
hasil wawancara  : 
a. Internal 
 
Auditing / Pengawasan dan pertanggungjawaban ini dilakukan 
oleh kepada madrasah, bendahara, komite dengan berkala dan 
berkesinambungan dengan bendahara madrasah.80 Diperkuat oleh hasil 
wawancara degan bendahara madrasah, ya Tujuannya tidak lain 
membantu pengawasan keuangan madrasah agar tidak terjadi 
ketidaksesuaian penggunaan keuangan yang telah dianggarkan pada 
tahun sebelumnnya. Pengawasan pembiayaan di MA Darussalam Deru 
 
80 Wawancara, kepala  MA Darusslam Bojonegoro, 1 mei 2020 



































dilakukan oleh kepala madrasah, komite madrasah  dengan cara 
mengecek setiap 3 bulan sekali kepada bendahara.81 Pengawasan 
pembiayaan di bagi menjadi dua, jika dana dari pendapatan dari sumber, 
infak siswa/orang tua, pengawasan dilakukan oleh kepala madrasah, 
komite.82 Dalam hal ini pengawasan dilakukan secara berkala untuk 
evaluasi diri madrasah terkait program kerja yang termuat dalam RKAM 
sehingga kami bisa membenahi dan memproyeksikannya83 Sedangkan 
pengawasan kepala madrasah tersebut tidak hanya yang bersifat 
penggunaan internal saja melainkan penggunaan keuangan yang bersifat 
eksternal, seperti penggunaan yang tidak teranggarkan pada rancangan 
awal. Dan juga pengawasan ini berupaya membantu bendahara dengan 
mempersiapkan bukti-bukti keuangan yang membutuhkan legalisasi 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang penggunaan 
anggaran. Meski demikian, bukan berarti bendahara melepaskan diri dari 
pengawasannya, oleh karena sifat dari pengawasan yang dilakukan 
kepala madrasah hanyalah sebagai pengawas yang bertujuan untuk 
memastikan pos penggunaan anggaranyang telah dirancang tidak 
melenceng dan terlaksana dengan maksimal. 
Prinsip pelaksanaan pengawasan ini tergambarkan sebagai 
berikut: 1) Dilakukan terus menerus dan berkesinambungan; 2) 
Dilaksanakan secara efektif, diarahkan kepada jenis kegiatan yang 
mengandung resiko kesalahan dan penyimpangan, juga kegiatan 
 
81 Wawanaara, bendahara MA Darusslam Bojonegoro,  2 mei  2020 
82 Wawanaara, komite MA Darusslam Bojonegoro,  2 mei  2020 
83 Wawanaara, bendahara MA Darusslam Bojonegoro,  2 mei  2020 



































strategis; 3) Dilaksanakan secara komprehenshif, cepat, tepat, tertib, dan 
didasarkan pada penilaian yang objektif; 4) Berdasarkan kriteria yang 
jelas agar tidak bertindak subjektif; 5) Pencatatan dan pelaporan yang 
faktual, rasional, dan tepat waktu untuk mendeteksi penyimpangan; 6) 
Orientasinya adalah masa sekarang dan masa mendatang; 7) Sifatnya 
edukatif atau pembinaan meskipun terjadi penyimpangan dan kesalahan; 




Kegiatan auditing/ pengawasan Di MA Darusslam Deru ini 
dilaksanakan satu tahun sekali dengan menyesuaikan program 
monitoring, pendampingan dan pelaporan dari kementrian 
agama.biasanya kami dihubungi terlebih dahulu sebelum kegiatan ini 
dilakukan agar kai bisa mempersiapakan laporannya Baik untuk 
penggunaan keuangan yang bersifat rutin maupun yang bersifat 
insidental, baik yang dipergunakan dalam kurun waktu panjang maupun 
penggunaan anggaran yang dipergunakan dalam kurun waktu yang 
singkat.84 
Pengukuran tingkat keberhasilan atau tidak berhasilan 
penggunaan anggaran tersebut, maka MA Darusslam Deru mengikui 
sepenuhnnya dari prosedur operasional pengguaan anggaran yang 
diberikan oleh pihak dinas atau instansi terkait. Selain pengawasan yang 
bersifat rutin, dinas atau instansi pemerintah lain yang telah juga 
 
84 Wawancara, kepala MA Darusslam Bojonegoro, 5 Mei 2020 



































memberikan bantuan keuangan madrasah, juga akan serta melaksanakan 
pengukuran hasil kerja atas penggunaan keuangan yang telah diturunkan 
kepada madrasah.85 
Dapat disimpulkan bahwa pengawasan MA Darusslam Deru dari 
pihak internal oleh kepala madrasah, komite, bendahara  dengan cara 
mengecek setiap triwulan sekali kepada bendahara. Sedangkan 
pengawasan dari pihak eksternal oleh kementrian Agama dalam satu 
tahun sekali. 
C. PEMBAHASAN 
 Perencanaan pembiayaan pendidikan melalui program BOS di MA 
Darusslam Bojonegoro 
Dalam hal Perencanaan pembiayaan MA Darusslama Deru 
memiliki Bendahara madrsah yakni ibu Heni Susanti yang memiliki 
wewenang untuk mengatur pembiayaan di madrasah dan dibantu oleh 
kepala madrasah, kepala tata usaha, dan komite. Berikut hasil 
wawancara dengan bendahara madrasah, kepala madrasah, dan kepala 
tata usaha, komite.86 
a. Perencanaan Anggaran 
 
Anggaran sering kali dimaknai sebagai suatu rencana, namun 
dalam bidang manajemen pembiayaan di lembaga pendidikan sering 
disebut dengan RKAM. Dalam istilah anggaran bukanlah suatau rencana. 
 
85 Wawancara, Bendahara MA Darusslam Bojonegoro, 5 Mei 2020 
86 Wawancara, kepala MA Darusslam Deru Bojonegoro, 25 April 2020 



































Istilah “rencana” telah memberikan penekanan atas pemakaian istilah 
“anggaran” sebagai suatu rencana.87 Menurut Liphan Kaitannya dengan 
proses penyusunan anggaran ini, mengemukakan empat fase pokok 
sebagai berikut: 1) Merencanakan anggaran, yaitu kegiatan 
mengidentifikasi tujuan, menentukan prioritas, menjabarkan tujuan ke 
dalam penampilan personal yang dapat diukur, dan membuat 
rekomendasi alternatif pendekatan untuk mencapai sasaran; 2) 
Mempersiapkan anggaran, yaitu menyesuaikan kegiatan dengan 
mekanisme anggaran yang berlaku, bentuknya, distribusi dan sasaran 
program pengajaran perlu dirumuskan dengan jelas. Melakukan 
inventarisasi kelengkapan peralatan dan bahan-bahan yang telah tersedia; 
3) Mengelola pelaksanaan anggaran, yaitu melaksanakan pembukuan, 
melakukan pembelajaan dan membuat transaksi, membuat perhitungan, 
mengawasi pelaksanaan, sesuai dengan prosedur kerja yang berlaku serta 
membuat laporan dan pertanggungjawaban keuangan; dan 4) Menilai 
pelaksanaan anggaran yaitu menilai bagaimana pencapaian sasaran 
program serta membuat rekomendasi untuk perbaikan anggaran yang 
akan datang.88 
Penganggaran pembiayaan di MA Darusslam Deru Bojonegoro 
terlihat dengan terlebih dahulu melakukan rencana penyusunan anggaran 
sesuai skala prioritas yang diutamakan, kemudian menentukan jumlah 
 
87 Hadar Nawawi, Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan,(Yogyakarta: Gadjah Mada 
University Press,2005) hlm. 109 
88 Mulyono, Konsep pembiayaan pendidikan Hlm 165-166 



































dana yang dibutuhkan, yang kemudian akan di bagi ke dalam delapan 
komponen pendidikan dalam kurun waktu satu tahun. Pembagian ke 
delapan komponen itu adalah standar kelulusan, standar isi, satandar 
proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, 
standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar 
pembiayaan. Dari ke delapan standar tersebut nantinya akan di bagi tiap 
unit cost biaya sesuai dengan kebutuhan yang di prioritaskan terlebih 
dahulu. Hal tersebut juga senada dengan teori yang dikemukakan oleh 
Nanang Fattah bahwa langkah-langkah penyusunan anggaran adalah 
sebagai berikut: 1) Menginventariskan rencana yang akan dilaksanakan, 
2) Menyusun rencana berdasarkan skala prioritas pelaksanaannya, 3) 
Menentukan program kerja dan rincian program, 4) Menghitung dana 
yang dibutuhkan. senada juga dengan Akdon yang menyebutkan bahwa 
prosedur pertama Mengidentifikasi kegiatan yang akan dilakukan selama 
periode anggaran.89 
Penganggaran pembiayaan di MA Darussalam Deru Bojonegoro  
melibatkan kepala madrasah, bendahara, dewan guru, komit untuk 
bersama-sama melakukan penyusunan penetapan anggaran sesuai dengan 
bagiannya masing-masing. Dengan memperhatikan hal apa saja yang 
diutamakan dalam setiap kebutuhan program yang akan dikelola. 
Kemudian nantinya dalam penginputan jumlah biaya yang telah  
disepakati, akan dibantu oleh operator madrasah dalam memasukkan ke 
 
89 Rusdiana, Pengelolaan pendidikan, 230-231. 
 



































setiap komponennya sesuai dengan hasil akhir setelah anggaran tersebut 
di sahkan. Penyusunan anggaran pembiayaan MA Darusslam Deru 
dilakukan dengan agenda pertemuan rapat yang bertempat di kantor MA 
Darusslam Deru Bojonegoro. Penganggaran tersebut dilakukan setiap 
pada awal tahun anggaran. Kemudian setelah rangkaian prosedur 
penyusunan telah selesai, dilanjutkan dengan merevisi apabila ada yang 
kurang atau kelebihan anggaran, dilanjut dengan pengesahan yang 
dibubui dengan tanda tangan berstempel oleh kepala dan bendahara 
madrasah, diketahui oleh komite madrasah. Hal ini sesuai dengan teori 
yang dikemukakan oleh Asfila, dkk, dalam rangka mempergunakan 
pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan dengan pos yang telah 
diberikan oleh pemerintah, maka kepala sekolah melakukan musyawarah 
dengan komponen sekolah dalam merencanakan pembiayaan pendidikan, 
sehingga pembiayaan pendidikan tersebut sesuai dengan apa yang telah 
disepakati bersama. Perencanaan pembiayaan pendidikan biasanya 
dilakukan pada awal tahun walupun mungkin dana anggaran yang 
diberikan oleh pemerintah belum turun, perencanaan pembiayaan 
pendidikan yang direncanakan tersebut dengan memperioritas hal-hal 




90 Asfila, dkk, Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Pada Mtsn 
Janarata Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, Jurnal Administrasi Pendidikan Pascasarjana 
Universitas Syiah Kuala, ISSN 2302-0156 pp. 123-129, Volume 3, No. 4, November 2015, 125 



































b. Sumber Dana MA Darusslam Deru Bojonegoro 
 
Adapun sumber dana yang diperoleh MA Darusslam Deru 
Bojonegoro  berasal dari Dana BOS.91 Akdon (2015) mengemukakan 
bahwa sumber-sumber keuangan sekolah dapat bersumber dari orang tua 
pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dunia usaha, dan alumni.92 
Senada dengan Irsan Habsyi, dalam jurnalnya mengemukakan jika 
sumber-sumber pendapatan sekolah bisa berasal dari pemerintah, usaha 
mandiri sekolah, orang tua siswa, sumber lain seperti hibah yang tidak 
bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku,  
penyelenggara pendidikan bagi lembaga pendidikan swasta, serta 
masyarakat luas. Sumber pendapatan sekolah adalah dari pemerintah 
bisa berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota.  
Sumber keuangan pendidikan yang berasal dari pemerintah pusat 
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sumber dana yang 
berasal dari orang tua siswa dapat berupa sumbangan fasilitas belajar 
siswa. Sumber dana dari dunia usaha dan industri dilakukan melalui 
kerja sama dalam berbagai kegiatan, baik bantuan berupa uang maupun 





91 Wawancara ,bendahara MA Darusslam Bojonegoro, 27 Mei 2020 
92 Akdon, dkk, Manajemen Pembiayaan Pendidikan, 87. 
 



































c. Penyusunan dan RKAM MA Darusslam Deru Bojonegoro 
 
Penyusunan RKAM di MA Darusslam Deru Bojonegoro 
melibatkan kepala madrasah, bendahara, tata usaha, komite. 
Kemudian dibantu oleh operator madrasah dalam proses penginputan 
dana per item ke dalam bentuk format dari kemendagri. Dalam 
kegiatan biaya operasional madrasah, pihak MA Darusslam Deru 
Bojonegoro  menggunakan dana yang bersumber dari pemerintah . 
Dana tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional 
madrasah. 
Dari tabel RKAM dokumentasi yang peneliti peroleh  dapat 
dijelaskan bahwa operasional pembiayaan MA Darussalam Deru 
Bojonegoro dalam 1 tahun dikeluarkan sebanyak 2 kali. Pembagian 
operasionalnya mengacu kepada 8 standar pendidikan, yang masing-
masing standar diuraikan kembali sesuai dengan kebutuhan biaya 
yang akan dikeluarkan. Pertama, standar kelulusan terdapat 3 program 
kegiatan utama yang membutuhkan biaya yakni kegiatan evaluasi 
pembelajaran, pelaksanan ujuan dan penyusunan kriteria kelulusan. 
Kedua, standar isi terdapat tiga program utama yakni pengelolaan 
kurikulum 2013, pengembangan perpustakaan, pengawasan dan 
pengendalian kurikulum 2013. Ketiga, standar proses terdapat sepuluh 
program kegiatan yaitu kegiatan perlombaan sekolah, penerimaan 
peserta didik baru, pengadaan buku pelajaran/buku penerimaan 
peserta didik pengadaan bahan habis pakai praktikum, pengadaan 



































buku pelajaran, penunjang pelajaran/buku bacaan, pengelolaan 
kegitan belajar mengajar, pengelolaan program ekstra kurikuler, 
pengelolan program kesiswaan, pengembangan keterampilan 
siswa,pengendalian dan pengawasan pelaksanaan proses 
pembelajaran, peningkatan mutu proses pembelajaran, 
penyelenggaraan kegiatan pembinaan siswa ekstrakurikuler dan 
intrakurikuler. Keempat, standar pendidik dan tenaga kependidikan 
mempunyai lima pelatihan laboran, pelatihan pustakawan, pelatihan 
dan peningkatan kualitas pendidik, pembinaan dan peningkatan 
kualitas tenaga kependidikan, pengembangan profesi guru dan tenaga 
kependidikan serta manajmen madrasah.  
Kelima, standar sarana dan prasarana mempunyai program 
pembelian alat multimedia pembelajaran, pembelian dan perawatan 
perangkat komputer, pemeliharaan dan perawatan sarana dan 
prasarana pembelajaran madrasah, pemeliharaan dan perawatan 
sarana dan prasarana pendukung satuan pendidikan, pemeliharaan dan 
perbaikan gedung, perawatan alat multimedia pembelajaran, 
perawatan madrasah /rehab ringan dan sanitasi madrasah kelas. 
Keenem, standar pengelolaan mempunyai program kegitan supervisi, 
monitoring, dan evaluasi dan pengelolaan perkantoran. Ketuju, 
standar pembiayaan yang mempunyai program utama yakni biaya 
penyusunan dan pelaporan, membantu peserta didik miskin, 
pemebelian bahan habis pakai. Kedelapan standar penilaian 



































pendidikan dengan program yaitu, pelaksanaan ujian.  
Seperti yang termuat dalam jurnal Zulfa Jamalie 
mengemukakan jika proses penyusunan anggaran di madrasah sangat 
sederhana dan kepala sekolah dapat melaporkan secara sederhana. 
Format yang digunakan untuk menyusun rencana kegiatan dan 
anggran madrasah pendapatan dan belanja sekolah (RKAM) meliputi 
: 1) sumber pendapatan antara lain BOS , 2) pengeluaran untuk 
kegiatan pembelajaran, pengadan, pemeliharaan sarana dan prasarana, 
pembangunan gedung dan sumber belajar, serta honorarium dan 
kesejahteraan. Penganggaran yang bersifat rencana dan dibuat oleh 
pihak-pihak yang brkepentingan dalam memajukan lembaga 
pendidikan, karena setiap lembaga pendidikan sangat memerlukan 
anggaran untuk menunjang kegiatannya, apalagi sekolah/madrasah 
swasta, maka anggaran harus disusun dan digunakan secara baik dan 
terarah.93 
Muhajirin juga menjelaskan jika dalam penyusunan RKAM, 
kepala sekolah sebaiknya membentuk tim yang terdiri dari dewan 
guru dan pengurus komite sekolah. Setelah tim dan Kepala Sekolah 
menyelesaikan tugas, merinci semua anggaran pendapatan dan belanja 
sekolah, kepala sekolah menyetujuinya. Pelibatan para guru dan 
pengurus komite sekolah ini akan diperoleh rencana yang mantap, dan 
secara moral semua guru, kepala sekolah dan pengurus komite 
 
93 Zulfa Jamalie, Manajemen Pembiayaan Pendidikan Bersumber Dari Masyarakat, Jurnal Fenomena, Volume 9, 
No 1, 2017, 32 



































sekolah merasa bertanggung jawab terhadap pelaksanaan rencana 
tersebut.94 
Untuk RKAM jumlah rencana anggarannya adalah yang 
diperoleh dari sumber dana BOS. Untuk operasional sekolah 
dipusatkan dari pendapatan dana BOS sejumlah 141.000.000. Bila 
dilihat dari Undang- Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana 
pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, 
dan akuntabilitas publik, maka dalam penyusunan anggara RKAM di 
MA Darusslam Deru Bojonegoro terlihat terbuka untuk internal 
madrasah dan eksternal pada kemenag dalam keuangannya. 
d. Pengesahan Anggaran 
 
Pengesahan anggaran MA Darusslam Deru Bojonegoro  disahkan 
oleh kepala madrasah dengan menandatangani hasil akhir dari rencana 
anggaran, kemudian diketahui oleh bendahara serta komite madrasah.95 
Sesuai dengan teori Hadar Nawawi yang menjelaskan bahwa, anggaran 
madrasah ini sifatnya masih rencana dan menyangkut keperluan proses 
kegiatan pendidikan, maka anggaran baru sah bila mendapat pengesahan 
dari komite madrasah96 
 
 
94 Muhajirin, Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Bersumber Dari Partisipasi Masyarakat, Jurnal Educational 
Management, ISSN 2252-7001 Vol 1, Februari 2012, 171. 
95 wawancara, kepala  MA Darusslam Bojonegoro, 29 Mei 2020 
 
96 Haidar Nawawi, Manajemen  Strategic Organisasi Non Prpfit Bidang Pemerintahan 



































Dapat disimpulkan bahwa proses penganggaran yang dilakukan 
oleh MA Darusslam Deru meliputi empat langkah pertama menentukan 
rencana anggaran, kedua menentukan sumber dana, ketiga menyusun 
rencana anggaran  RKAM, keempat proses pengesahan anggaran. 
 Pelaksanaan Pembukuan Pembiayaan Pendidikan Melalui Program BOS 
Di Madrasah Aliyah Deru Bojonegoro 
Sebagaimana dikenal pada umumnya, bahwa accounting 
merupakan pembukuan atas segala jenis keuangan yang ada pada sebuah 
lembaga. Demikian halnya yang dijalankan oleh MA Darusslam Deru 
Bojonenegoro dalam rangka menjamin mutu madrasah yang profesional 
dan memiliki sistem manajemen keuangan yang baik, maka disusunlah 
pembukuan keuangan yang sistematis. MA darussalam mempunyai 
bendahara madrasah sesuai data yang penulis peroleh, bendahara 
menggelompokkan dana  penerimaan dan pengeluran, dan membuat 
buku kas  
a. Penerimaan Dana 
 
Sebagai langkah awal dalam menentukan pembukuan yang 
sistematis, maka pendataan dan pelaporan pelaksanaan keuangan ini 
meliputi: 1) Mengidentifikasi dan mengukur data keuangan, yakni 
mencatat segala bentuk transaksi keuangan secara kronologis dan 
sistematis selama satu periode dalam buku jurnal. Pengukuran dengan 
menggunakan pengeluaran satuan mata uang; 2) Memproses data 
keuangan, yaitu pencatatan, pengelompokkan, dan pengikhtisaran yang 



































mencakup kegiatan ini adalah pencatatan transaksi seluruh data yang 
dikumpulkan secara kronologis kemudian digolongkan kedalam 
kategorinya dan disajikan secara ringkas; 3) Pelaporan data keuangan, 
merupakan suatu kegiatan yang oleh  lembaga madrasah ini dilakukan 
yang dilakukan oleh lembaga madrasah secara berkala dan sistematis 
kepada pihak internal dan eksternal yang terkait langsung dengan 
madrasah. Diantaranya pelaporan kepada kepala madrasah, komite, dan 
pemerintah yakni pelaporan kepada kemenag melalui perwakilannya di 
kecamatan Sumberrejo . 
b. Pengeluaran Dana 
 
Sebagaimana digambarkan dalam peta konsep bahwa 
pengeluaran dana di MA Darussalam Bojonegoro yaitu biaya operasional  
menggunakan dana yang bersumber dari BOS.97 Hal ini sesuai dengan 
peraturan menteri Agama No 90 tahun 2003 yaitu pembiayaan tersebut 
dipergunakan sebagai biaya investasi, biaya operasi dan personal yang 
mengarah pada lembaga pendidikan yang berkualitas. Biaya investasi 
madrasah meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, 
pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya 
operasi madrasah meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan 
madrasah serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan habis 
pakai, biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa 
 
97 Wawancara, Bendahara MA Darusslam Bojonegoro, 30 Mei  2020 
 



































telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, 
transportasi, konsumsi, pajak, asuransi dan biaya operasi pendidikan tak 
langsung lainnya, Sesuai dengan teori Mulyasa mengemukakan bahwa 
pembayaran merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh sekolah untuk 
memenuhi kebutuhan sekolah seperti tenaga administrasi, guru, bahan-
bahan, perlengkapan dan fasilitas.  
Ongkos menggambarkan seluruh sumber yang digunakan dalam 
proses sekolah, apakah digambarkan dalam anggaran biaya sekolah atau 
tidak. Ongkos dari sumber sekolah menyumbangkan atau tidak terlihat 
secara akurat. Senada juga dalam teori Akdon struktur biaya pendidikan 
terdiri dari, a) biaya satuan pendidikan, b) biaya personal, dan c) biaya 
penyelenggaraan dan pengelolaan satuan pendidikan. Sudah terlihat 
secara terperinci dana-dana yang dikeluarkan, dan dana masuk yang 
didapat. Kemudian dalam kegiatan pembukuan keuangan selain 
menggunakan acuan yang dikeluarkan oleh pemerintah, madrasah 
tersebut menggunakan metode akrual basis dengan mencatat transaksi 
yang sedang dilakukan meskipun belum menerima atau mengeluarkan 
uang kas.  
Jenis   model   yang  digunakan   dalam   pembukuan menggunakan 
model turunan delapan standar nasional pendidikan. Kalau dalam teori 
Akdon   biasa   disebut   dengan   model   fishbone,   yaitu   konsep   model 
penentuan biaya sekolah/madrasah model tulang ikan dari Ishikawa. 
Penentuan biaya sekolah dikelompokkan menjadi 8 komponen, hal ini sesuai 



































dengan standar komponen pendidikan nasional.98 
Penerimaan biaya di MA Darusslam Deru Bojonegoro berasal dari 
pendapatan  rutin. Pendapatan  rutin berasal dari bantuan pemerintah seperti 
BOS, dan infak siswa/orang tua. Sebagaimana menurut Siagian bahwa 
penerimaan merupakan sumber dana yang dibutuhkan oleh madrasah baik 
dari intern sekolah seperti iuran siswa maupun bantuan dari luar seperti 
instansi pemerintah . Penerimaan keuangan sekolah dari sumber-sumber 
dana perlu dibukukan berdasarkan prosedur pengelolaan yang selaras 
dengan ketetapan yang disepakati, baik berupa konsep teoritis maupun 
peraturan pemerintah. Penerimaan keuangan madrasah tersebut bersumber 
dari pemerintah, penerimaan khusus untuk pendidikan seperti bantuan atau 
pinjaman luar negeri yang diperuntukkan bagi pendidikan, uang sekolah dan 
sumbangan sukarela dari orang tua maupun masyarakat. 
Proses penerimaan keuangan tergolong panjang melalui persetujuan 
antara lain dari pengawas keuangan, bendahara keuangan melalui kwitansi 
berita acara biasanya penerimaan berasal dari siswa penerimaan keuangan 
diterima oleh tata usaha bidang keuangan, sedangkan penerimaan keuangan 
yang berasal dari pemerintah  diterima langsung pada bendahara. Biasanya 
uang yang telah diterima langsung disimpan dalam bank demi keamanan.99 
keuangan di MA Darusalam Deru Bojonegoro menggunakan pembukuan 




 Siagian, Harbanga, Administrasi Pendidikan Suatu Pendekatan Sistemik, 133. 
  



































pembantu bank, buku pembantu kas, buku pemasukan internal, dan buku 
pengeluaran internal. 
Dari data di atas, disimpulkan bahwa dalam proses pembukuan yang 
dilakukan oleh MA Darusalam Deru Bojonegoro menggunakan dua jenis 
kegiatan yaitu penerimaan dana dan pengeluaran dana. Penerimaan dana 
berasal dari pendapatan  rutin. Sedangkan pengeluaran dana digunakan 
untuk biaya operasional madrasah yang bersumber dari BOS. Kemudian 
model pembukuan yang dipakai yaitu model fishbone dengan 
mengelompokkan delapan standar nasional pendidikan. Sementara untuk 
jenis buku yang digunakan yaitu berupa buku kas umum, buku pembantu 
pajak, buku pembantu bank, buku pembantu kas, buku pemasukan internal, 
dan buku pengeluaran internal. 
 Auditing Pembiayaan Pendidikan  Melalui Program BOS Di Madrasah 
Aliyah Darussalam Deru Bojonegoro 
 
Pelaksanaan pengukuran hasil kerja (auditing) pada MA 
Darussalam Deru Bojonegoro, dilaksanakan setelah seluruh penggunaan 
keuangan tiap bidang-bidang yang ditentukan secara berkala dilaporkan 
kepada bendahara madrasah. Dalam kurun waktu 1 (satu) bulan, triwulan 
dan tahunan setiap pengeluaran baik yang diperuntukkan post internal 
maupun post eksternal dilaporkan kepada bendahara, kemudian bendahara 
melakukan pendataan seluruh pengeluaran serta meminta bukti pengeluaran 
berupa nota atau kuitansi dari para pengguna anggaran. 



































Penilaian merupakan salah satu kegiatan utama yang harus dilakukan 
oleh kepala madrasah dalam kegiatan pembiayaan pendidikan. Dengan 
penilaian, kepala sekolah akan mengetahui tingkat keberhasilan pembiayaan 
program pendidikan dengan menggunakan dana dari pemerintah. Aktifitas 
penilaian ini dilakukan dalam rangka untuk mengukur tingkat ketercapaian 
tujuan yang telah direncanakan, selain itu juga dapat dijadikan sebagai bahan 
penyusunan RKAM kedepan, hingga dapat diketahui perbaikan-perbaikan 
yang barang kali perlu dilakukan. 
Pendapat penulis ini diperkuat oleh Hasibuan dalam buku manajemen 
pendidikan teori dan praktik bahwa evaluasi ialah suatu proses sistematis 
dalam mengumpulkan, menganalisa, dan menginterpretasikan informasi untuk 
mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program sekolah/madrasah 
dengan kriteria tertentu untuk keperluan pembuatan keputusan. Informasi hasil 
evaluasi dibandingkan dengan sasaran yang telah ditetapkan pada program. 
Apabila hasilnya sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, berarti program 
tersebut efektif, jika sebaliknya, maka program tersebut dinyatakan tidak 
efektif atau gagal.100 
Evaluasi dan pertanggungjawaban terhadap apa yang telah dicapai 
harus dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini juga 
disebut dengan evaluasi ataupun evaluation involves auditing. 
Pertanggungjawaban (auditing) menurut Cormark (1970) merupakan 
 
100 Hasibuan, Manajemen Pendidikan”aplikasi dalam penyususnan rencana pengembangan madrasah”, (Jakarta: 
Putra Rafika, 2010), hlm 375. 



































pembuktian dan penentuan bahwa apa yang dimaksud sesuai dengan apa yang 
dilaksanakan, sedang apa yang dilaksanakan sesuai dengan tugas proses ini 
menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran 
atau penyerahan dana kepada pihak- pihak yang terkait101 
Evaluasi dana pendidikan di MA Darussalam Bojonegoro dengan 
melalui pengawasan dan pemeriksaan. Pengawasan dilakukan oleh kepala 
madrasah dan wakil kepala madrasah dengan cara mengecek setiap awal bulan 
serta akhir bulan kepada bendahara. Pengawasan bertujuan untuk memantau 
terhadap pelaksanaan manajemen keuangan di MA Darusslam Bojonegoro. 
Pemantauan ini dilakukan dengan cara mengetahui bukti-bukti atau transaksi 
yang sah baik pengeluaran maupun pemasukan keuangan. Selanjutnya kepala 
madrasah menilai hasil pantauanya apakah sudah sesuai dengan apa yang 
dikehendaki atau belum yang selanjutnya diambil tindakan perbaikan terhad 
hal-hal yang belum sesuai dengan yang dikehendaki. Pemeriksaan disini 
dilakukan terhadap pendapatan keuangan madrasah, pengeluaran keuangan 
madrasah serta pelampiran bukti transaksi yang digunakan. 
a. Pendapatan Keuangan Madrasah. 
Pemeriksaan terhadap pendapatan keuangan madrasah di MA 
Darusslam Bojonegoro dilakukan dari dua arah yaitu dari arah internal dan 
eksternal madrasah. Dari arah internal dilakukan oleh kepala 
madrasah,bendahara madrasah, komite madrasah dan dari eksternal madrasah 
dilakukan oleh pihak kementrian agama tingkat kabupaten kota. Pemeriksaan 
 
101 Mulyono, Manajemen Berbasis Sekolah, hlm 66. 



































ini menilai mengenai sumber-sumber dana yang bersumber dari pemerintah 
yaitu dana BOS. 
b. Pengeluaran Keuangan Madrasah 
Pemeriksaan terhadap pengeluaran keuangan madrasah bertujuan 
untuk menguji kebenaran jumlah uang yang dikeluarkan dibandingkan dengan 
jumlah uang yang seharusnya ada. Jika dalam pemeriksaan terdapat selisih 
jumlah uang yang ada maka bendahara harus dapat menjelaskanya. Di MA 
Darusslam Bojonegoro pemeriksaan terhadap kas madrasah dilakukan kepala 
madrasah. 
c. Pelampiran Bukti. 
Pelampiran bukti-bukti transaksi pengeluaran keuangan madrasah baik 
yang nominalnya sedikit maupun nominalnya banyak. Hal ini bertujuan untuk 
memperkuat pertanggungjawaban keuangan oleh bendahara dan kepala 
madrasah kepada komite madrasah, wali murid, dan kepada tim kementrian 
agama tingkat kabupaten kota setempat. 






































1.  Perencanaan pembiayaan pendidikan melalui program bos yang dilakukan 
oleh MA Darusslam Deru Bojonegoro meliputi empat langkah yaitu 
menentukan sistem perencanaan anggaran. Rencana anggaran, menentukan 
sumber dana, menyusun rencana anggaran kedalam format RKAM, dan 
proses pengesahan anggaran. 
2.  Pelaksanaan Pembukuan Melalui Program BOS yang dilakukan oleh MA 
Darusslam Deru Bojonegoro menggunakan dua jenis kegiatan yaitu 
penerimaan dana dan pengeluaran dana. Penerimaan dana berasal dari 
pendapatan  rutin yaitu dari sumber BOS pusat. Sedangkan pengeluaran 
dana digunakan untuk biaya operasional madrasah yang bersumber dari 
BOS pusat. Model pembukuan yang dipakai yaitu model fishbone dengan 
mengelompokkan delapan standar nasional pendidikan. Serta jenis buku 
yang digunakan berupa buku kas umum, buku pembantu pajak, buku 
pembantu bank, buku pembantu kas, buku pemasukan internal, dan buku 
pengeluaran internal.  
3. Auditing/ pengawasan  pembiayaan  pendidikan melalaui dana BOS  MA 
Darusslam Deru Bojonegoro dilakukan dari dua arah yaitu pengawasan 
dari pihak internal madrasah dan eksternal oleh kementrian Agama.





































Dengan memperhatikan pembahasan penelitian ini, maka penulis 
memberikan saran sebagai berikut: 
1. Madrasah dalam pelaksanaan keuangan dengan dana BOS harus digunakan 
dengan seefektif dan seefesien mungkin agar tidak mengalami kekosongan 
keuangan dalam kas madrasah mengingat penyaluran dana BOS di salurkan 
selama tiga bulan sekali (triwulan).madrasah jaga bisa menggali dana lain 
semisal dengan mengadakan wirausaha dengan masyarakat setempat, 
pengumpulan dana melalui pengajian. 
2. Dalam penggunaan dana BOS dari pemerintah harus digunakan seoptimal 
mungkin agar kualitas MA Darussalam Bojonegoro bisa maksimal dan 
melakukan inovasi secara terus-menerus demi terwujudnya mutu madrasah 
yang berkualitas tinggi dan mampu bersaing dengan lembaga yang lain. 
3. Kepala madrasah dan bendaharawan untuk lebih meningkatkan 
pengawasan yang terkait penggunaan dana BOS. Untuk itu, perlu adanya 
langkah strategis untuk meningkatkan Pengawasan penggunaan 
keuangan madrasah. 
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